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Wabhai orang-orang yang beriman! Maukah kamu Aku tunjukkan suatu
perdagangan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih, (yaitu) kamu
beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta
dan jiwamu . Itulah yang lebih baik bagi kamu, jika kamu mengetahui. Niscaya
Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ke tempat-tempat tinggal yang

baik di dalam surga 'Adn. Itulah kemenangan yang agung.

(QS. Ash Shaff (61): 10-14)
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Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan
mendirikan shalat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan
kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan
perdagangan yang tidak akan rugi. Agar Allah menyempurnakan pahalanya
kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Pengampun
lagi Maha Mensyukur.

(QS. Al-Fathir (35): 29-30)



PEDOMAN TRANSLITERASI
Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal

dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan

kaidah berikut":
A. Konsonan

|| = tidakdilambangkan =/ =dl
¢ |=b L | =th
o | =t L | =dh
&=t ¢ | = (koma menghadap keatas)
z |7 ¢ |t
¢ |=h W=
z | =kh 3 [=q
> | =d 4 | =k
> | =dz J | =1

o | =T ¢ | =m
5 | =2 o | =n
o | =S P -w

! Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pedoman Penulisan Karya llmiyah, (Malang:
Fakultas Syariah, 2012) h. 73-76.
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Hamzah (¢) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di
awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan,
namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan

¢c_9

tanda koma (‘) untuk mengganti lambang &

B. Vokal, Panjang dan Diftong
Vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan
“u”. sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = &, misalnya Js menjadi gala
Vokal (i) panjang = 1, misalnya s menjadi qi la

Vokal (u) panjang = @, misalnya .,> menjadi dina

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “1”
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat
diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah

ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = , misalnya Js menjadi gawlun

Diftong (ay) =  misalnya .- menjadi khayrun

Vii



C. Ta’Marbithah
Ta’Marbithah (¢) ditransliterasikan dengan”t” jika berada di tengah
kalimat, tetapi apabila ta’ marbithah tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya i, dl.)) menjadi al-

risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri
dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan

menggunakant yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

D. Kata Sandang dan lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” () ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak

di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-
tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.
E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis
dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama
Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak

perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.
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ABSTRAK

Ali Muhadaini, 12220189, Sistem Kontrak Pemain Sepakbola Arema Perspektif
Hukum Islam, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Musleh Herry, S.H.,
M.Hum.

Kata Kunci : Kontrak Pemain, Arema, Hukum Islam

Sepakbola merupakan olahraga yang sangat digemari di seluruh dunia,
bahkan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki penduduk terbanyak
tidak lepas dari kecintaannya terhadap olahraga kaki tersebut. Arema sebagai
salah satu klub papan atas Indonesia yang telah banyak mengumpulkan trofi juara,
setiap tahunnya selalu mendatangkan pemain-pemain sepakbola nasional sampai
internasional supaya memiliki klub solid dan kuat. Perjanjian kontrak pemain
merupakan tahap awal perekrutan pemain sebelum memperkuat klub Arema.
Kepindahan dan kedatangan pemain merupakan hal yang biasa dikalangan
sepakbola sehingga menimbulkan banyak pertanyaan dengan sistem kontrak yang
dilakukan oleh menejemen Arema.

Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana sistem kontrak pemian
Arema. Kemudian membahas juga tentang bagaimana pandangan hukum Islam
terhadap sistem kontrak pemain Arema. Penelitian ini tergolong dalam jenis
penelitian normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian
hukum kepustakaan (library research) adalah metode atau cara Yyang
dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti
bahan pustaka yang ada. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan perudang-undangan (state approach) dan pendekatan konsep
(conceptual approach). Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan
adalah analisis isi (content analysis).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perjanjian kontrak
yang dilakukan klub Arema dengan pemain-pemain telah memenuhi syarat-syarat,
unsur dan asas-asas dalam perjanjian, sehingga perjanjian kontrak tersebut sah
dalam hukum negara. Asas-asas iktikad baik, kejujuran, keadilan serta asas
kesetaraan dan keseimbangan prestasi menjadi dasar perjanjian kontrak pemain
dinyatakan sah menurut hukum islam selain adanya syarat shahih yang
menunjukkan isi perjanjian yang telah sesuai dengan substansi akad. Dilihat dari
segi objeknya, sistem kontrak pemain Arema tersebut berbentuk akad ijarah yang
bersifat pekerjaan (jasa). Sedangkan dari upah mengupah berbentuk ijarah khusus
yakni orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang
memberinya upah.




ABSTRACT

Ali Muhadaini, 12220189, Arema Football Players’ Contract System on the
Islamic Law Perspective, Department of Business Law Sharia, Sharia Faculty,
Maulana Malik Ibrahim Islamic State University of Malang, Advisor Musleh
Herry, S.H., M.Hum.

Key Words: Players’ Contract, Arema, Islamic Law

= Toomall 15 a part of SpOTts WHICh Nad Deen Very poputar i e worta. As—
Indonesia was known as a country which has the biggest population in the world,
its societies’ passion for football cannot be slighted. Thus, as the indication, there
was a well known Indonesian professional football club called AREMA. Every
years, in order to won the champhionship trophies and keep its professional
quality, AREMA had invited both national and international soccer players. In
this case, every players who will be the part of AREMA had to do a contract
agreement. The migrations and the appearances of players is conventional
phenomena found in football. Accordingly, demands to recognize and identify the
contract system done by the AREMA’s management were raised.

This research is a normative research. Normative legal research or
library research is a research method that used to collect the legal research data by
observing, reviewing, and examining the existing library materials. State approach
and conceptual approach were the types of the research used in this inquiry.
Additionally, the data was analyzed used content analysis.

The result of the inquiry indicated that the contract system arrangement
carried by AREMA clubs with its players has met the requirements, the elements
and the principles of the agreement. Thus, from the obstacle of the state law it is
lawful. Additionally, if it is viewed from the Islamic perspective, the principles of
good faith, honesty, fairness and the principle of equality and balance showing
that the agreements between the club and the players were in harmony with the
substance of the contract. However, viewed from its objects, the contract system
done was in the form of ijarah for the service.While, dedicated ijarah was used for
the wages system. The players who were under the contract system must not
played with another rival club that is not under the agreement.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perindustrian beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan dengan
prosentase tertinggi sepanjang sejarahnya dikenal masyarakat luas. Pada awalnya,
hanya industri-industri kecil seperti industri manufaktur, jasa, dan perbankan yang
tersohor dikalangan masyarakat luas. Perkembangan industri, tidak lagi terbatas pada
ketiga industri tersebut, tetapi banyak bermunculan industri baru dengan variasi dan
profit yang menjanjikan para pelakunya seperti yang sedang berkembang baru-baru
ini adalah industri sepakbola.

Sepakbola merupakan salah satu olahraga yang paling digemari di seluruh
dunia. Permainan kaki dengan tehnik mengolah bola dengan posisi berlari,
menggoceknya hingga menendang masuk ke dalam gawang menjadi ciri khas
permainannya. Sepakbola mampu menyatukan manusia dari segala golongan, budaya,
ras dan agama sehingga dinobatkan sebagai salah satu olahraga pemersatu bangsa.
Bahkan, di era ini sepakbola telah menjadi salah satu “simbol Negara” sekaligus
gambaran kekuatan Negara tersebut. Sebagaimana contoh Piala Dunia 2014 dimana
timnas Negara-negara yang lolos pada babak final akan saling berhadapan, saling
mengeluarkan kekuatan terbaiknya, sampai saling mengalahkan agar nama

Negaranya menjadi yang terbaik di jagad ini.



Kepopuleran Sepakbola telah menjadi primadona tersendiri di antara cabang
olahraga lain. Setiap orang di dunia pasti mengetahui apa itu sepakbola dan tidak
sedikit yang dapat memainkannya. Banyaknya peminat dari olahraga sepakbola
memunculkan beberapa kompetisi di setiap negara di dunia, English Premier League,
Liga Italia Serie A, Major League Soccer, Bundesliga, merupakan contoh kompetisi
yang dianggap sebagai kompetisi professional.

Ketenaran sepakbola sudah tidak lagi hanya sebagai permainan atau olahraga
fisik, tetapi sepakbola sudah menjadi bisnis yang menguntungkan bagi beberapa
pihak. Tak terkecuali di Indonesia, kepopuleran dan keberadaan bisnis di dalamnya
menjadikan olahraga kaki tersebut gencar di adakan di desa-desa, kota-kota dengan
format turnamen-turnamen kampung atau yang lebih dikenal dengan istilah Tarkam
sampai diadakannya kompetisi resmi di bawah PSSI yang diberi nama Indonesia
Super League (ISL). Profit yang menggiurkan bagi pihak yang berkecimpung di
sepakbola menjadi salah satu dasar para pengusaha atau jutawan mendirikan
akademi-akademi sepakbola usia dini, berinvestasi, dan mendirikan klub Profesional.

Klub-klub yang menjalankan kompetisi ISL harus merupakan Klub yang
sudah mandiri dalam segi finansial, yakni sumber keuangan klub tidak boleh
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kompetisi yang
panjang mengharuskan klub mampu membiayai segala kebutuhannya, baik keperluan
jangka pendek, menengah dan keperluan yang bersifat jangka panjang. Untuk itu,
mereka selalu berusaha menjadikan klub-klub mereka sebagai klub yang bagus dalam

kolektifitas permainan, kesolidan, serta menjadi tim yang tidak gampang dikalahkan



oleh Klub lain. Tujuan yang diharapkan tidak lain adalah menjadikan sebuah tim solid
yang dicintai oleh masyarakat tempat dimana klub tersebut berada, sehingga para
pengusaha dan miliader ikut andil sebagai investor dan perusahaan-perusahaan besar
menggandengnya sebagai lahan sponsor menjanjikan. Pemasukan keuangan dari para
investor dan sponsor merupakan sumber utama klub untuk mengoperasionalkan klub
selama kompetisi berlangsung.

Selama kompetisi berlangsung, bongkar pasang tim sudah lazim dilakukan
oleh para klub-klub elit di Negara Biru dengan tujuan menambah kekuatan dan
kesolidan tim. Posisi penyerang dan gelandang serang bisa dikatakan sebagai ruh tim
atau ruh permainan merupakan posisi yang paling sering dirombak. Daya gedor
penyerang yang tajam dengan didukung gelandang serang yang mumpuni
menjadikannya tim pembunuh dan ditakuti lawan. Kompetisi Indonesia Super League
(ISL) juga tidak lepas dari adanya perombakan-perombakan tim sebagaimana
dilakukan oleh klub elit Eropa. Hal itu dapat deketahui semakin ramaina klub-klub
sepakbola Indonesia dalam melakukan jual beli atau biasa dinamakan transfer
pemain. Transfer dilakukan guna mendapatkan pemain —pemain ternama dan
berkwalitas tinggi. Dalam pembelian seorang pemain bintang, manajemen klub pun
tak tanggung-tanggung mengeluarkan dana yang fantastis agar pemain bersedia
bermain membela klub tersebut, apalagi yang terjadi tiga tahun terakhir. Contoh misal
Persebaya Surabaya yang berhasil memboyong dan mengontrak Greg Nwokolo dari
Arema Cronus senilai 2 Miliar pada tahun 2014. Nilai transfer ini merupakan nilai

tertinggi dalam sejarah persepakbolaan Indonesia.



Pembelian seorang pemain bintang selain untuk memperkuat klub, juga
bertujuan mencari laba keuntungan yang sangat besar andaikan pemain bintang
tersebut sukses menampilkan pemain terbaiknya kemudian ia dibeli oleh klub lain
ketika kontrak pemain tersebut belum habis. Pada taraf ini, nilai transfer akan
melambung tinggi seiring kwalitas dan sisa kontrak pemain tersebut. Contoh
konkritnya sebagaimana Greg yang dibeli Persebaya dari Arema senilai 2 miliar
dengan durasi kontrak 3 tahun, dia berhasil menampilkan permainan terbaiknya di
persebaya selama satu musim dengan mencetak 20 gol dalam 34 pertandingan.
Permainan yang memikat menjadikan Greg diburu oleh klub-klub lain yang
menginginkan tanda tangannya. Godaan gaji besar dan fasilitas yang menjanjikan
membuat Greg luluh dan Pergi meninggalkan Persebaya menuju Mitra Kukar senilai
4 miliar. Dalam hal ini, Transfer Greg melambung tinggi 4 miliar karena Greg masih
menyisakan kontrak 2 tahun bersama Persebaya, sehingga mengharuskan menejemen
Mitra Kukar membayar senilai 4 miliar kepada Persebaya. Dalam kurun satu tahun
atau semusim saja, Persebaya mendapatkan keuntungan 2 miliar dari seorang pemain
bintangnya. Maka, klub-klub semakin bersemangat mendatangkan pemain top dari
luar maupun dalam negeri. Selain menguntungkan klub secara permainan juga
menguntungkan menejemen dari segi finansial.

Menejemen klub merupakan tokoh sentral dalam terjadinya proses transfer
dan kontrak pemain sepakbola. Oleh karena, meskipun mempunyai pemain bintang
dengan harga jual selangit mereka tidak begitu saja melepas pemain yang telah

berkontribusi besar bagi klub dan menejemen tersebut. Dalam mempertahankan



pemain favoritnya, menejemen klub juga tidak mau kalah dengan klub-klub yang
menginginkan jasanya dalam menawarkan fasiltas dan kenaikan gaji yang lebih besar,
hal itu dilakukan supaya pemain bintang tidak meninggalkan klub yang dibelanya.
Ketika pemain sepakat dengan tawaran kenaikan gaji dan fasilitas yang mewah,
menejemen akan segera mungkin mengikat pemain bintangnya dengan cara
memperpanjang kontrak meskipun secara tertulis kontraknya belum habis. Pemain
yang telah memperpanjang kontrak dengan klubnya akan sulit dibeli oleh para klub
yang mengincarnya karena secara otomatis harga jual pemain itu akan meningkat
signifikan, bahkan bisa dua kali lipat harga jual sebelumnya ketika ia menyisakan
kontrak yang lama.

Di sisi lain, menejemen juga tidak menginginkan klubnya diisi dengan
komposisi pemain yang dianggap telah memasuki usia kepala tiga atau udzur.
Terlebih lagi pemain yang mempunyai masalah dengan penampilannya, baik sering
mengalami cidera, tidak berkembang dan tidak padu dengan gaya permain klub
sehingga dianggap tidak bisa berkontribusi banyak terhadap klub. Ketika dihadapkan
dengan permasalahan seperti ini, sudah menjadi rahasia umum sebuah menejemen
klub sepakbola akan memecat atau membuat tidak nyaman pemain yang bermasalah
tersebut dengan cara halus. Hal yang biasa dilakukan adalah dengan membuat rumor
mendatangkan pemain bagus pada posisi yang sama dengan pemain bermasalah,
dengan demikian pemain resmi klub yang bermasalah itu akan merasa terancam
dalam mengisi posisi inti klub serta akan terus berkurang waktu penampilannya yang

berimplikasi pada performa. Selanjutnya langkah yang diambil oleh pemain yang



sudah tidak merasa nyaman adalah berpindah klub dengan tujuan mendapat waktu
bermain yang ideal dan mendapatkan performa bermain bagus.

Arema Cronous merupakan salah satu klub sepakbola terbesar yang ada di
Indonesia saat ini. Prestasi tertinggi yang pernah diraih Klub kebanggaan masyarakat
Malang ini adalah ketika berhasil menjuarai Indonesia Super League (ISL) pada
periode 2009-2010 di bawah pelatih asal belanda Robert Rene Alberts. Sampai saat
ini Singo Edan julukan Arema merupakan klub yang eksis di persapakbolaan
Indonesia dan selalu menghasilkan pemain berkualitas yang menjadi langganan Tim
Nasional Indonesia.

Istilah kontrak atau perjanjian terkadang masih dipahami secara rancu. BW
(Burgerlijk  Wetboek) menggunakan istilah overeenkomst dan contract untuk
pengertian yang sama. Hal ini secara jelas dapat disimak dari judul Buku Il titel
kedua tentang “Perikatan-perikatan yang lahir dari Kontrak atau Perjanjian”.? Subekti
menganggap istilah kontrak mempunyai pengertian lebih sempit daripada
perjanjian/perikatan, karena kontrak ditujukan kepada perjanjian/perikatan yang
tertulis.®

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis
atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat

akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”*

2J. Satrio, Hukum Perjanjian, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), h. 19.

® Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. XVI, (Jakarta: Intermasa, 1996), h. 1.

* Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar lkthasar Indonesi, Edisi Ketiga, (Jakarta : Balai
Pustaka. 2005). h. 458.



Perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain
atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”®
Perjanjian adalah "hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain
dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi
dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan
prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.”6

Ada beberapa asas hukum perjanjian yang dikandung Pasal 1338 KUHPerdata
sebagai berikut:

a. Asas konsensualisme;

b. Asas facta sunt servanda;

c. Asas kebebasan berkontrak; dan

d. Asas iktikad baik.

Dalam perkembangannya, ternyata kebebasan berkontrak dapat menimbulkan
ketidakadilan, karena untuk mencapai asas kebebasan berkontrak harus didasarkan
pada posisi tawar (bargaining position) dan para pihak yang seimbang. Dalam
kenyataannya hal tersebut sulit (jika dikatakan tidak mungkin) dijumpai adanya
kedudukan posisi tawar yang betul-betul seimbang atau sejajar. Pihak yang memiliki
posisi tawar yang lebih tinggi seringkali memaksakan kehendaknya. Dengan posisi

yang demikian itu, ia dapat mendikte pihak lainnya untuk mengikuti kehendaknya

dalam perumusan isi perjanjian.

® Subekti, Hukum Perjanjian,............... h. 1.
® Salim MS, Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008). h.
27.



Hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada subjek perjanjian untuk
melakukan perjanjian dengan beberapa pembatasan tertentu. Sehubungan dengan itu
Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah
berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, dalam artian;

a. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua
belah pihak atau karena alasan undang-undang yang dinyatakan cukup
untuk itu; dan

b. Perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Selain pembatasan tersebut di atas, Ridwan Khaiarandy mencatat beberapa hal
yang menyebabkan makin berkurangnya asas kebebasan berkontrak, yakni:

a. Makin berpengaruhnya ajaran iktikad baik di mana iktikad baik tidak
hanya ada pada saat perjanjian dilaksanakan juga telah harus ada pada saat
perjanjian dibuat; dan

b. Makin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan dalam kontrak.’

Selain kedua hal di atas, dua hal lagi yang dapat membatasi kebebasan
berkontra yakni makin banyaknya perjanjian yang dibuat dalam bentuk baku yang
disodorkan pihak kreditor atas dasar take it or leave it. Di sini tidak ada kesempatan
bagi debitor untuk turut serta menentukan isi perjanjian. Juga makin berkembang
peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi turut membatasi kebebasan

berkontrak. Peraturan yang demikian itu merupakan mandatory rules of a public

" Ridwan Khairandy, lktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Program Pascasarjana Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, h. 3.



nature. Peraturan-peraturan ini bahkan membuat ancaman kebatalan perjanjian di luar
adanya paksaan, kesesatan, dan penipuan yang sudah dikenal dalam hukum
perjanjian.?

Salah satu ajaran penting dalam Al-Qur’an tentang hukum kontrak syari’ah
adalah adanya perintah untuk memenuhi janji atau perikatan atau akad. Islam
memerintahkan agar semua janji kesepakatan (kontrak) dihormati dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya. Terdapat ancaman keras terhadap setiap pelaku kontrak untuk
mempertanggungjawabkan setiap janji yang telah dibuatnya. Ayat-ayat yang
berkaitan dengan hal ini cukup banyak, diantaranya:

Surat Ali Imran:’

| P 7

G L4 0p B ek B3l 5 s

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (vang dibuat)nya dan
bertakwa, maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.
Al-Maidah:*°

“Hai orang-orang beriman, penuhilah akad itu”
Al-Qur’an melarang kaum Mukminin merusak janji yang telah disepakati

walaupun ia menyadari ada alasan kuat bahwa pihak lain akan merusak kesepakatan
itu. Dalam situasi seperti itu mereka diinstruksikan untuk memberitahukan kepada

pihak lain yang terlibat kesepakatan tentang keputusan mereka untuk adanya solusi

8 Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Alumni, Bandung, 1992, h. 179.
° QS. Al-Imran (3): 76.
°Qs. Al-Maidah (5): 1.
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formal dari kesepakatan itu, yang dengan demikian mereka dalam posisi yang
sama.’* Dan ini menunjukkan bahwa Al-Qur’an menginginkan agar keadilan terus-
menerus ditegakkan dalam melakukan semua kesepakatan yang telah disetujui.

Dari uraian fakta dan teori di atas, penulis merumuskan judul yang relevan
dengan latar belakang di atas vyaitu “SISTEM KONTRAK PEMAIN

SEPAKBOLA AREMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan Latar Belakang yang telah di uraikan diatas, maka dapat
dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana sistem kontrak pemain sepakbola AREMA?
2. Bagaimana sistem kontrak pemain sepakbola AREMA dalam tinjauan

hukum islam?

C. Tujuan Penelitian
Dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:
1. Memahami dan menganalisa sistem kontrak pemain sepakbola AREMA.
2. Memahamami dan menganalisa sistem kontrak pemain sepakbola

AREMA dalam tinjauan hukum islam.

" Mustaq Ahmad, Etika Bisnis dalam Islam, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 99-100.
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D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-
kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran khususnya di bidang agama,
persepakbolaan, ilmu sosial, dan pemahaman terhadap sistem kontrak pemain
sepakbola AREMA di tinjau dari Hukum islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan dalam bidang agama, persepakbolaan dan mampu
memahami sistem kontrak pemain sepakbola AREMA dalam perspektif hukum
islam.

b. Bagi llmu Pengetahuan

1). Menambah khazanah keilmuan tentang sistem kontrak pemain sepakbola
ditinjau dari hukum islam sehingga mengetahui betapa besar perhatiannya di dalam
keolahragaan khusunya di bidang sepakbola.

2). Sebagai bahan referensi dalam pemahaman persepakbolaan dan sistem
kontrak pemain sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan bagi para

pembaca dan peneliti berikutnya.
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E. Definisi Operasional
1. Perjanjian (Contract) adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji
kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk
melaksanakan suatu hal.*?

2. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua
pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari
pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan
itu."®

3. Pemain adalah atlit sepakbola yang berstatus professional dan amatir yang
terdaftar di PSSI untuk mengikuti turnamen dan dan kompetisi yang
diselenggarakan oleh Liga atau PSSI.**

4. Klub adalah klub sepakbola anggota PSSI yang telah memenuhi
persyaratan yang ditetapkan oleh Liga dalam keikutsertaan di kompetisi

dan turnamen sepakbola professional yang diselenggarakan oleh Liga dan

PSsI.®

12 R. Subekti, Hukum Perjanjian, cet. 19, (Jakarta: Intermasa, 2002), h. 1

13 R. Subekti, Hukum Perjanjian, ............... h.1

4 persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Persatuan
Sepakbola Seluruh Indonesia Tentang Statuta Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia
No.02MUNASLUB-PSSI1/2009, Pasal 1 ayat (11).

> iga Indonesia, Manual C Standar Penyelenggaraan Pertandingan , h. 4



13

F. Penelitian Terdahulu
Setelah pencarian terhadap penelitian terdahulu, dari berbagai literatur dan

media online penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. DIAS YITIKA RAHMAWARNO (2012) Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas ~ Katolik  Soegijapranata ~ Semarang,  dengan  judul
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAIN SEPAK BOLA
YANG DIDASARKAN ATAS PERJANJIAN KONTRAK PEMAIN (STUDI
KASUS KLUB PSIS SEMARANG)”. Berdasarkan hasil penelitian yang
penulis lakukan di PSIS Semarang adalah Perlindungan hukum kepada
pemain sepak bola meliputi menerima remunerasi dan pengeluaran atau upah,
memperoleh kesejahteraan dan fasilitas, perlindungan tentang keselamatan
dan kesehatan kerja atau perlindungan terhadap cidera penyakit yang didapat
saat bermain sepak bola, pengaturan waktu kerja atau pemberian hari libur,
dan penyelesaian perselisihan dalam perjanjian kontrak pemain yang telah
disepakati oleh pemain sepak bola sebagai pekerja/buruh dengan pihak klub
sepak bola atau pengusaha.

Dari uraian kesimpulan penelitian di atas dapat diketahui letak perbedaan
secara mendasar bahwa peneliti hanya menitik beratkan pada perlindungan
hukum terhadap pemain sepakbola terhadap perjanjian dan pelaksanaan
kontrak di klub PSIS Semarang. Sedangkan terhadap penelitian ini fokus
kepada sistem kontrak pemain sepakbola AREMA dalam perspektif hukum

islam.
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2. TYPE HARYANTO (2015) Mahasiswa Fakultas 1lmu Keolahragaan

Universitas  Negeri  Semarang dengan judul “PELAKSANAAN
REKRUITMEN PEMAIN PROFESIONAL PADA KLUB SEPAKBOLA
PERSIJAP JEPARA”. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan rekruitmen
pemain professional. Persijap Jepara menerapkan tiga tahap dalam perekrutan
pemain. Mulai dari pemain mendapat panggilan atau datang untuk melakukan
seleksi, kemudian setelah melakukan seleksi pemain akan dinyatakan diterima
atau tidak. Apabila pemain diterima maka akan terjadi proses negosiasi.
Setelah negosiasi selesai maka tahap penting selanjutnya adalah
penandatangan kontrak. Apabila telah terjadi kesepakatan dalam kontrak oleh
pemain dengan Kklub Persijap Jepara, maka tahap selanjutnya adalah
pelaksanaan kontrak.
Penelitian di atas meneliti tentang tata cara dan tahapan rekruitmen pemain
sepakbola profesional di klub Persijap Jepara, sedangakan dalam penelitian
yang dilakukan peneliti menekankan pada sistem kontrak pemain sepakbola
AREMA dalam perspektif hukum islam.

3. FINDA FACHRIYANTI SINAPOY (2012) Mahasiswi Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “PERJANJIAN KERJA
ANTARA KLUB SEPAKBOLA DENGAN PELATIH ASING”. Penekanan
terhadap hasil penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk perjanjian kerja

yang dapat memberikan perlindungan terhadap pelatih asing dan untuk
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mengetahui faktor-faktor yang menjadi landasan dalam pembuatan perjanjian
kerja antara klub sepakbola dengan pelatih asing.

Penelitian yang dilakukan Mahasiswi Makasar di atas menfokuskan pada
pembahasan perjanjian pihak klub dengan pelatih asing, dan dalam penelitian
peneliti ini membahas tentang sistem kontrak pemain sepakbola AREMA
ditinjau dari hukum islam.

DITA RAHMASARI (2011) Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas
Indonesia dengan judul “ANALISIS YURIDIS PERPINDAHAN PEMAIN
SEPAKBOLA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA DAN PERATURAN KEOLAHRAGAAN LAINNYA™.
Penelitian yang dilakukan Mahasiswi ini bertujuan untuk mendapatkan
gambaran lebih lanjut mengenai perikatan yang terjadi dalam proses
perpindahan pemain dalam olahraga sepakbola serta menganalisa perpindahan
itu berdasarkan KUHPerdata. Sedangkan pada penelitian ini membahas
tentang sistem kontrak pemain sepakbola AREMA dalam tinjauan hukum

islam.

No

Nama Mahasiswa Universitas Judul Skripsi Jenis

Metpen

DIAS YITIKA Universitas PERLINDUNGAN Empiris
RAHMAWARNO Katolik HUKUM
(2012) Soegijapranata TERHADAP
Semarang PEMAIN SEPAK




BOLA YANG
DIDASARKAN
ATAS
PERJANJIAN
KONTRAK
PEMAIN (STUDI
KASUS KLUB
PSIS SEMARANG)

TYPE
HARYANTO
(2015)

Fakultas llmu
Keolahragaan
Universitas

Negeri Semarang

PELAKSANAAN
REKRUITMEN
PEMAIN
PROFESIONAL
PADA KLUB
SEPAKBOLA
PERSIJAP JEPARA

Empiris

FINDA
FACHRIYANTI
SINAPOY (2012)

Fakultas Hukum
Universitas
Hasanuddin

Makassar

PERJANJIAN
KERJA ANTARA
KLUB
SEPAKBOLA
DENGAN
PELATIH ASING

Empiris

DITA
RAHMASARI
(2011)

Fakultas Hukum
Universitas

Indonesia

ANALISIS
YURIDIS
PERPINDAHAN
PEMAIN
SEPAKBOLA
BERDASARKAN
KITAB UNDANG-

Normatif
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UNDANG HUKUM
PERDATA DAN
PERATURAN
KEOLAHRAGAAN
LAINNYA

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif atau disebut juga
(library research), yaitu meneliti peraturan perundang-undangan dan
mempunyai beberapa konsekuensi, sumber data yang digunakan berasal dari
data sekunder. Maksudnya, data dicari dan ditemukan melalui kajian pustaka
dari buku-buku yang relevan dengan pembahasan. Kegiatan studi termasuk
kategori penelitian kualitatif dengan prosedur kegiatan dan teknik penyajian
finalnya secara deskriptif.'®
2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini bersifat pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan
dengan menggunakan regulasi dan legislasi. Dalam hal ini Peneliti mencoba

memahami konsep dan sistem kontrak pemain sepakbola klub AREMA

Indonesia dan merealisasikannya dengan tinjauan Hukum Islam."’

16 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: Ul Press, 2010), h. 10.
'” Peter Mahmud Marzuki , Penelitian Hukum. (Jakarta:Prenadamedia, 2011), h. 137.
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Bahan Hukum

Bahan Hukum adalah tempat atau orang yang darinya data diperoleh.
Sedangkan Bahan Hukum ialah fakta yang dijaring berdasarkan kerangka
teoritis tertentu.'®

Dalam proposal penelitian normatif ini, peneliti menggunakan bahan
hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat
autoritatif artinya mempunyai otoritas*®. Bahan-bahan hukum primer
terdiri dari perundang undangan, catatan-catatan resmi atau risalah
dalam pembuatan perundang undangan dan putusan hakim yang di
urut berdasarkan UUD 1945, UU/Perpu,PP, Perpres, Perda.?

Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan yang berisi kekuatan
mengikat kepada masyarakat. Bahan hukum primer yang penulis
gunakan yaitu kontrak pemain sepakbola Arema.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum yang terdiri atas buku

buku teks (textbooks) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh

(de herseender leer), jurnal jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus

'8 Bambang Sungsono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h.42.
19 peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, Cet.VI. (Jakarta: Kencana, 2010), h. 141
20 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang : Bayumedia, 2007), h.

295-296
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kasus hukum, yurisprudensi dan hasil hasil simposium mutakhir yang
berkaitan dengan topik penelitian.*

Sedangkan menurut Soerjono Soekamto bahan hukum sekunder
ialah bahan hukum yang dikumpulkan, diolah dan disajikan, oleh
pihak lain mencakup dokumen dokumen resmi, buku buku, maupun
hasil penelitian yang berwujud laporan. %

Bahan Hukum Sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini
adalah KUHPerdata, kitab-kitab Figh Mazhab dan informasi yang
diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis.?

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif ini pengumpulan bahan hukum
dilakukan dengan verifikasi yaitu memeriksa kembali dengan cermat data
yang telah dipilih agar tidak terjadi ambigu dalam penelitian dan studi
kepustakaan yaitu mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku,
literature, catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang
akan dipecahkan?,

Dari bahan hukum yang sudah terkumpul baik bahan hukum primer
maupun bahan hukum sekunder, diklasifikasikan yaitu memilih dan memilah

setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan sesuai isu

2! Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.............. h. 296

22 Sperjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta : Raja Grafindo, 2003), h.12

% Fakultas Syariah, Pedoman Penulisan Karya llmiyah, (Malang: Fakultas Syariah, 2012) h. 29
2 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika. 2002), h. 19
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hukum yang akan dibahas. Kemudian bahan hukum diuraikan dan diteliti
sehingga mendapatkan penjelasan secara sistematis. Pengolahan bahan hukum
bersifat deduktif, yaitu menarik kesimpulan yang menggambarkan
permasalahan secara umum ke permasalahan yang khusus.
5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan
dan artikel, penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga
disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan
yang dirumuskan. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara
deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat
umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Selanjutnya bahan
hukum yang ada dianalisis untuk diambil kesimpulan.?®

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode deskriptif
kualitatif, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif
terhadap data primer dan data sekunder. Sifat pendekatan kualitatif, yaitu
sebuah pendekatan yang berusaha memahami makna, nilai, persepsi dan juga
perimbangan etik di setiap tindakan dan keputusan pada dunia kehidupan
manusia. %°

Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu

kegiatan yang dilakukan peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan

% Johny lbrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ............... h. 296
% Lexy j Mileong, Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Refisi (Bandung : PT. Rosda Karya, 2006), h.
15
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hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum
yang menjadi objek kajian. *’

Selanjutnya penulis menganalisis dari bahan hukum yang sudah
terkumpul baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder,
diklasifikasikan sesuai isu hukum yang akan dibahas. Kemudian bahan hukum
diuraikan dan diteliti sehingga mendapatkan penjelasan secara sistematis.
Pengolahan bahan hukum bersifat deduktif, yaitu menarik kesimpulann yang
menggambarkan permasalahan secara umum ke permasalahan yang khusus.

Bahan hukum itu diolah dan diuraikan, kemudian Penulis menganalisanya
(melakukan penalaran ilmiah) dan menyimpulkannya. Sehingga dapat

terjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

Sistematika Penulisan

Sistematika laporan yang dijadikan acuan peneliti ialah sesuai dengan

ketentuan yang diberikan Fakultas Syariah UIN Malang dalam hal penulisan skripsi

yakni:

Bab Pertama: Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian
terdahulu, dan Metode Penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan
penelitian, bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode

pengolahan/analisis bahan hukum, dan sistematika penulisan.

27 Zaenuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Sinar Garfika, 2011), hal, 107
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Fungsi dari Bab | merupakan pedoman utama bagi peneliti baik dalam
melakukan kegiatan di lapangan (mencari data) maupun dalam mengolah dan
menganalisis data, serta dalam menuliskan laporan penelitiannya.

Bab Kedua: Tinjauan Pustaka, terdiri dari kerangka teori atau landasan teori.
Fungsi dari pada Bab Il adalah memaparkan aspek-aspek teoritis tentang
fenomena atau masalah yang diteliti dan juga sebagai pemaparan yang lebih
menegaskan kerangka pemikiran peneliti dalam memunculkan variabel-
veriabel yang diteliti serta konteks penelitiannya.

Bab Ketiga: Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari hasil penelitian
dan perbandingan antara teori dan fakta (Sistem Kontrak Pemain Sepakbola
AREMA Perspektif Hukum Islam).

Fungsi dari Il ini adalah sebagai pendeskripsian dan pembahasan hasil
penelitian yang diperoleh. Pendeskripsian yang dilakukan menyangkut data
hasil penelitian, baik data mengenai responden maupun data mengenai hasil
pengukuran variabel-variabel yang diteliti. Dan bahasan pada bab ini disusun
berdasarkan urutan dalam menjawab identifikasi masalah atau tujuan
penelitian.

Bab Keempat: Penutup, terdiri dari kesimpulan (jawaban singkat atas
rumusan masalah yang ditetapkan) dan saran.

Fungsi Bab IV ini adalah menyimpulkan hasil penelitian dan pembahasan
yang ada pada Bab Ill dan memuat saran yang aspeknya merujuk pada

kegunaan atau manfaat penelitian.



BAB |1

KAJIAN PUSTAKA

B. Tinjauan Umum Terhadap kontrak
1. Pengertian

Pada prinsipnya kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat
para pihak dalam kontrak. Esensi dari kontrak itu sendiri adalah perjanjian
(agreement). Atas dasar itu, Subekti mendefinisikan kontrak sebagai peristiwa di
mana seseorang berjanji kepada orang lain di mana dua orang saling berjanji untuk
melaksanakan sesuatu.”®

Janji sendiri merupakan pernyataan yang dibuat oleh seseorang kepada orang
lain yang menyatakan suatu keadaan tertentu atau affair exists, atau akan melakukan
suatu perbuatan tertentu. Orang terikat pada janjinya sendiri, yakni janji yang
diberikan kepada pihak lain dalam perjanjian. Janji itu mengikat dan janji itu
menimbulkan utang yang harus dipenuhi.?

Perjanjian hendaknya dibedakan dengan janji. Walaupun janji itu didasarkan
pada kata sepakat, tetapi kata sepakat itu tidak untuk menimbulkan akibat hukum,

yang berarti bahwa apabila janji itu dilanggar, tidak ada akibat hukumnya atau tidak

?® Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa,1984), h. 36.
?%J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Lahir dari Perjanjian, Buku II, ( Bandung: Citra Aditya
Bakti, 1995), h. 146.

23
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ada sanksinya.*® Di dalam berbagai definisi kontrak di dalam literatur hukum kontrak
common law, kontrak itu berisi serangkaian janji, tetapi yang dimaksud dengan janji
itu secara tegas dinyatakan adalah janji yang memiliki akibat hukum dan apabila
dilanggar, pemenuhannya dapat dituntut ke pengadilan.

Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan
yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang
lain.®!

Perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek
yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas
prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan
prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.*?

Dari pengertian-pengertian di atas dapat dilihat beberapa unsur-unsur yang
tercantum dalam kontrak, yaitu :

a. Adanya hubungan hukum Hubungan hukum merupakan hubungan yang
menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum vyaitu timbulnya hak dan
kewajiban.

b. Adanya subjek hukum Subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban.
Subyek dalam hukum perjanjian termasuk subyek hukum yang diatur
dalam KUH Perdata, Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Perdata

mengkualifikasikan subjek hukum terdiri dari dua bagian yaitu manusia

*® Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, ( Yogyakarta; Liberty, 1999), h. 110.
*' KUHPerdata
*2 Salim MS, Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak................... h. 27.
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dan badan hukum. Sehingga yang membentuk perjanjian menurut Hukum
Perdata bukan hanya manusia secara individual ataupun kolektif, tetapi
juga badan hukum atau rechtperson, misalnya Yayasan, Koperasi dan
Perseroan Terbatas.

c. Adanya prestasi Prestasi menurut Pasal 1234 KUH Perdata terdiri atas
untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat
sesuatu.

d. Di bidang harta kekayaan Pada umumnya kesepakatan yang telah dicapai
antara dua atau lebih pelaku bisnis dituangkan dalam suatu bentuk tertulis
dan kemudian ditanda tangani oleh para pihak. Dokumen tersebut disebut
sebagai “Kontrak Bisnis” atau “Kontrak Dagang”.33

Pengertian perjanjian perlu dibedakan dengan perikatan. Perikatan adalah suatu

akibat hukum tidak dapat dilihat dan didengar oleh panca indera karena perikatan
hanyalah merupakan suau perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak.3*
Sehingga dapat dikatakan bahwa perikatan adalah bersifat abstrak. KUH Perdata
menyebutkan dalam Pasal 1233 bahwa, “Tiap-tiap perikatan lahir baik karena
persetujuan, baik karena Undang-Undang.” Mengenai pengertian dari perikatan itu

sendiri tidak dijelaskan lebih llanjut. Namun Subekti memberikan pengertian dari

perikatan sebagaimana berikut:

** M. Husni, Tinjauan Umum Mengenai Hontrak. (Jakarta: Intermasa, 2009), h.1.
* Miriam Darus Badruzaman et al, Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
2001), h. 65.
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“Suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua
pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak
yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.”

Menurut pendapat Kartini Muljadi bahwa suatu perikatan sekurangnya
membawa serta didalam empat unsur yaitu:

a. Bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum;

b. Hubungan hukum tersebut melibatkan dua orang atau lebih;

c. Hubungan hukum tersebut adalah hubungan hukum dalam lapangan

hukum harta kekayaan;

d. Hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban pada salah satu pihak

dalam perikatan.®

Dengan demikian jelas bahwa minimal terdapat dua pihak di dalam suatu
perikatan, serta terdapat suatu pemaksaan kepada para pihak untuk memenuhi
tuntutan yang telah menjadi kewajibannya. Berdasarkan dari sumbernya, seperti yang
disebutkan di dalam Pasal 1233, perikatan bisa terjadi karena dibuatnya suatu
perjanjian antara para pihak, ataupun karena ditentukan oleh Undang-Undang.
Perikatan yang bersumber pada undang-undang semata-mata adalah perikatan yang
dengan terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu, melahirkan suatu hubungan hukum di
antara pihak-pihak yang bersangkutan, terlepas dari kemauan para pihak.>® Sementara

apabila perikatan tersebut lahir dari suatu perjanjian, bisa dikatakan bahwa telah

* Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Pada Umumnya, Cet. Ke-1, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2003), h. 17.
*® Miriam Darus Badruzaman et al, Kompilasi Hukum Perikatan.............. h.7.
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terdapat satu persetujuan diantara para pihak mengenai suatu hal isi perjanjian, atau
prestasi. Perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum diantara para pihak
sehingga menimbulkan kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut karena adanya
janji. Jenis tindakan pemenuhan perjanjian ini tergantung dari isi perikatannya.
Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, isi perikatan ada 3 macam yakni:

a. Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu;

b. Untuk berbuat sesuatu;

c. Untuk tidak berbuat sesuatu.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perikatan
merupakan suatu pengertian yang abstrak sedangkan perjanjian merupakan hal yang
konkrit. Hal tersebut karena perikatan adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat atau
dipegang sedangkan perjanjian adalah hal yang konkrit karena dapat dilihat atau
didengar perkataan-perkataannya.®’

2. Syarat dan tujuan

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang

mengemukakan empat syarat,yaitu :
a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
c. Adanya suatu hal tertentu.

d. Adanya sebab yang halal.*®

*” Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. Ke- 21, (Jakarta: Intermasa,2002), h. 3.
** KUHPerdata
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Kedua syarat yang pertama disebut syarat subjektif karena kedua syarat
tersebut mengenai subjek perjanjian sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat
objektif karena mengenai objek dari perjanjian.

Keempat syarat tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Adanya kata sepakat

Supaya kontrak menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala
hal yang terdapat di dalam perjanjian.*® Pada dasarnya kata sepakat adalah pertemuan
atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang
dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang
menghendaki apa yang disepakati.

b. Kecakapan untuk Membuat perikatan

Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk
membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.

Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang yang tidak
cakap untuk membuat perjanjian, yakni:

1). Orang yang belum dewasa (persons under 21 years of age)
2). Mereka vyang ditaruh di bawah pengampuan (curatele or
conservatorship); dan

3). Perempuan yang sudah menikah.

% Sudargo Gautama, Indonesian Business Law, ( Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), h. 76.
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Berdasarkan pasal 330 KUHPerdata, seseorang dianggap dewasa jika dia telah
berusia 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi telah menikah.
Kemudian berdasarkan pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang No 1/1974
menyatakan bahwa kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah
kekuasaan orang tua atau wali sampai dia berusia 18 tahun.

Berkaitan dengan perempuan yang telah menikah, pasal 31 ayat (2) UU No. 1
Tahun 1974 menentukan bahwa masing-masing pihak (suami atau isteri) berhak
melakukan perbuatan hukum.

c. Suatu Hal Tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu (een
bepaald onderwerp), suatu hal tertentu adalah hal bisa ditentukan jenisnya
(determinable).*® Pasal 1333 KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus
mempunyai pokok suatu benda (zaak) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.
Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu dan suatu perjanjian haruslah
mengenai suatu hal tertentu (certainty of terms), berarti bahwa apa yang
diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan
dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya (determinable).

Secara umum, suatu hal tertentu dalam kontrak dapat berupa hak, jasa, benda
atau sesuatu, baik yang sudah ada ataupun belum ada, asalkan dapat ditentukan
jenisnya (determinable). Perjanjian untuk menjual sebuah lukisan yang belum dilukis

adalah sah. Akan tetapi, suatu kontrak dapat menjadi batal ketika batas waktu suatu

*° Sudargo Gautama, Indonesian Business Law............ h. 79.
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kontrak telah habis dan kontrak tersebut belum terpenuhi.** Apa yang dimaksud
dengan suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah objek prestasi (performance). Isi
prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan jenisnya
(determinable).*?
d. Kausa Hukum yang Halal

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang
halal. Jika objek dalam perjanjian itu illegal, atau bertentangan dengan kesusilaan
atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut menjadi batal. Sebagai contohnya,
perjanjian untuk membunuh seseorang mempunyai objek tujuan yang illegal, maka
kontrak ini tidak sah.*® Suatu kausa dinyatakan bertentangan dengan undang-undang,
jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan
undang-undang yang berlaku. Untuk menentukan apakah suatu kausa perjanjian
bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden) bukanlah hal yang mudah, karena
istilah kesusilaan tersebut sangat abstrak, yang isinya bisa berbeda-beda antara daerah
yang satu dan daerah yang lainnya atau antara kelompok masyarakat yang satu dan
lainnya. Selain itu penilaian orang terhadap kesusilaan dapat pula berubah-ubah

sesuai dengan perkembangan jaman.*

* Sudargo Gautama, Indonesian Business Law................ h. 80.
%2 ], Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian.............. h. 41.
* Sudargo Gautama, Indonesian Business Law.............. h. 80.

*J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian................ h. 109.
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Adapun tujuan kontrak adalah:
a. Sebagai aturan yang mengikat bagi para pihak yang melakukan suatu
perjanjian;

b. Memberikan suatu kepastian hukum;

c. Melindungai hak dan kewajiban para pihak;

d. Sebagai pedoman bagi para pihak yang berjaniji.

3. Unsur dan Asas

Berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata perjanjian dapat diidentifikasi
berdasarkan isinya, yaitu perikatan untuk menyerahkan sesuatu, perikatan untuk
melakukan sesuatu atau perikatan untuk tidak melakukan sesuatu. Selain itu, unsur
dari perjanjian juga dapat dijelaskan menurut doktrin ilmu hukum. Berdasarkan
perkembangan doktrin ilmu hukum, dalam suatu perjanjian dikenal adanya (tiga)
bagian unsur perjanjian, yaitu:

a. Unsur Esensialia

Yaitu bagian-bagian dalam perjanjian yang harus ada dan tertera di dalam
perjanjian, tanpa itu persetujuan tidak mungkin ada.*® Unsur esensialia dalam
perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib
dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih, yang mencerminkan sifat dari perjanjian
tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur ini
pada ummnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi atau pengertian

dari suatu perjanjian, seperti persetujuan para pihak, objek perjanjian dan harga bagi

* R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Cet Ke-2, (Bandung: Bina cipta, 1978,) h. 50.
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perjanjian jual-beli, sehingga unsur esensialia adalah unsur yang wajib dalam suatu
perjanjian.*

b. Unsur Naturalia

Yaitu bagian-bagian dalam perjanjian yang oleh Undang-Undang ditentukan
sebagai peraturan-peraturan yang mengatur. Unsur ini merupakan unsur yang pasti
ada dalam suatu perjanjian tertentu setelah unsur esensialianya diketahui secara pasti.
Dengan kata lain, bahwa unsur ini merupakan unsur bawaan dari perjanjian yang
memiliki unsur esensialia, sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian.
Misalnya, dalam perjanjian yang mengandung unsur esensialia jual-beli, pasti akan
terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk menjamin tidak adanya
cacat tersembunyi dalam benda yang dijual. Ketentuan tersebut tidak dapat
disimpangi oleh para pihak, karena sifat dari jual beli menghendaki hal demikian.*’

c. Unsur Aksidentalia

Yaitu bagian-bagian dalam perjanjian yang oleh para pihak ditambahkan
dalam perjanjian, dimana undang-undang tidak mengaturnya. Dengan demikian,
maka unsur ini pada hakikatnya bukan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksankan
atau dipenuhi oleh para pihak karena unsur ini hanya melekat pada perjanjian jika
secara tegas diperjanjikan oleh para pihak. Misalnya, dalam jual-beli ada ketentuan

mengenai tempat dan saat penyerahan kebendaan yang dijual atau yang dibeli serta

* Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Pada Umumnya.............. h. 85.
* Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Pada Umumnya............... h. 88.
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mengenai domisili para pihak.*®

Pada dasarnya perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak, sehingga para
pihak bisa memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menambahkn ketentuan-
ketentuan tertentu di dalam perjanjian yang dibuatnya. Namun terdapat batasan-
batasan akan kebebasan tersebut yaitu tidak memuat hal yang bertentangan dengan
kesusilaan, ketertiban umum, dan undang-undang, yang akan dibahas lebih lanjut di
dalam bagian asas perjanjian dan syarat sah perjanjian.

Henry P. Panggabean menyatakan bahwa pengkajian asas-asas perjanjian
memiliki peranan penting untuk memahami berbagai undang-undang mengenai
sahnya perjanjian. Perkembangan yang terjadi terhadap suatu ketentuan undang-
undang akan lebih mudah dipahami setelah mengetahui asas-asas yang berkaitan
dengan masalah tersebut.*’

Ada beberapa asas hukum perjanjian yang dikandung Pasal 1338 KUHPerdata
sebagai berikut:

a. Asas konsensualisme;

Asas konsensualisme ini merupakan suatu sifat utama dari suatu perjanjian.
Bahwa arti kata konsensualitas berasal dari bahasa latin consensus yang artinya

adalah sepakat.® Dengan kata lain suatu perikatan telah lahir pada detik terjadinya

*® Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Pada Umumnya............... h. 89.

* Henry P. Panggabean, Penyalahgunaan Keadaan, (Misbruik van Omstandigheden) sebagal Alasan
(Baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda), (Yogyakarta :
Liberty, 1999), h. 7.

*°|. G. Rai Wijaya, Merancang Suatu Kontrak (Contratc Drafting): Teori dan Praktek, Cet ke- 1
(Bekasi: Megapoin, 2004), h. 35.
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kata sepakat diantara para pihak. Dengan adanya kesepakatan antara para pihak
mengenai hal-hal pokok untuk mengadakan suatu perjanjian, maka pada saat itu telah
lahir suatu perikatan. Artinya bahwa perjanjian dan perikatan itu terjadi karena
kesepakatan saja, atau pada saat kesesuaian kehendak telah dicapai oleh para pihak.
Dengan kata lain perjanjian telah sah apabila para pihak telah sepakat mengenai hal-
hal pokok dan perjanjian tersebut sudah sah tanpa memerlukan suatu formalitas
tertentu.

b. Asas facta sunt servanda;

Kekuatan mengikat pada perjanjian dijamin oleh Pasal 1338 ayat (1) KUH
Perdata. Semua perjanjian memiliki asas kekuatan mengikat terhadap pihak pihak
dalam perjanjian, yakni sebagaimana disebutkan di dalam pasal tersebut “berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Bahwa setiap perjanjian
yang telah sah lahir akan menimbulkan suatu prestasi bagi salah satu pihak dalam
perjanjian, pihak yang lainnya berhak untuk menagih pemenuhan prestasi, dengan
adanya kewajiban prestasi demikian maka timbul keterikatan di antara para pihak.
Mengikat sebagai undang-undang berarti pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat
tersebut berakibat hukum melanggar undang-undang. Para pihak yang terikat dalam
sebuah perjanjian, tidak hanya terikat terbatas pada apa yang diperjanjikan, tetapi
juga pada beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan

serta moral.*

> Miriam Darus Badruzaman et al, Kompilasi Hukum Perikatan................. h. 88.
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c. Asas kebebasan berkontrak;

Kebebasan berkontrak merupakan asas yang sangat penting di dalam Hukum
Perjanjian. Asas ini memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap orang
untuk mengadakan perjanjian. Mengingat sifat dari Buku Il KUH Perdata yang
menganut sistem terbuka (open system) dan bebas, artinya setiap orang bebas untuk
mengadakan dan membuat perjanjian sesuai dengan maksud dan keinginannya.®
Pada Pasal 1338 ayat (1) menyatakan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat secara
sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas kebebasan
berkontrak (contractvrijheid) berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan
menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu diadakan. Namun bahwa
perjanjian yang dibuat haruslah sesuai dengan isi serta hal yang diatur dalam Pasal
1320 KUH Perdata yang menyatakan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian.®

d. Asas iktikad baik.

Asas itikad baik disebutkan dalam perumusan Pasal 1338 ayat (3) yang
menyebutkan bahwa “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”
Ketentuan ini pada dasarnya merupakan penegasan lebih lanjut dari pelaksanaan
suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah. Terpenuhinya syarat sahnya perjanjian
tidak begitu saja menghilangkan hak dari salah satu pihak dalam perjanjian untuk

tetap meminta pembatalan dalam hal perjanjian telah dilaksanakan tidak dengan

*?1. G. Rai Wijaya, Merancang Suatu Kontrak (Contratc Drafting): Teori dan Praktek............. h. 33.
>* Miriam Darus Badruzaman et al, Kompilasi Hukum Perikatan................ h. 84.
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itikad baik oleh pihak lainnya dalam perjanjian.>

e. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua belah pihak dalam perjanjian memenuhi dan
melaksanakan perjanjian itu. Salah satu pihak yang memiliki hak untuk menuntut
prestasi (kreditur) berhak menuntut pelunasan atas prestasi dari pihak lainnya
(debitur), namun kreditur juga memiliki beban untuk melaksanakan perjanjian
tersebut dengan itikad baik. Jadi kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan
kewajiban untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan
debitur seimbang.*

f. Asas Kepercayaan

Suatu perjanjian tidak akan terwujud apabila tidak ada kepercayaan antara
para pihak yang mengikatkan diri didalamnya, karena suatu perjanjian menimbulkan
suatu akibat hukum bagi para pihak yaitu pemenuhan prestasi dikemudian hari. Asas
kepercayaan ini penting demi menjamin pelaksanaan perjanjian oleh pihak debitur,
dengan adanya kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan terhadap para
pihak perjanjian berlaku sebagai undang-undang.

Menurut Ridwan hukum perjanjian mengenal tiga asas perjanjian yang saling
kait mengkait satu dengan yang lainnya. Ketiga asas sebagai berikut:>’

a. Asas konsensualisme (the principle of consensualism);

>*1. G. Rai Wijaya, Merancang Suatu Kontrak (Contratc Drafting): Teori dan Praktek............. h. 84.
> Miriam Darus Badruzaman et al, Kompilasi Hukum Perikatan............... h. 88.
*® Miriam Darus Badruzaman et al, Kompilasi Hukum Perikatan............. h. 87.

* Ridwan Khairandy, Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak.............. h. 27.
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b. Asas kekuatan mengikatnya kontrak (the legal binding of contract); dan
c. Asas kebebasan berkontrak (the principle of freedom of contract).
4. Berakhirnya Perjanjian
Mengenai hapusnya perjanjian diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdata, antara
lain:
a. Pembayaran
Pembayaran adalah pemenuhan perikatan, kewajiban atau utang debitor
kepada kreditor. Penyerahan barang oleh penjual, berbuat sesuatu atau tidak berbuat
sesuatu adalah merupakan pemenuhan dari prestasi atau tegasnya adalah
pembayaran.*®
b. Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti Dengan Penyimpanan atau
Penititipan Barang
Penawaran pembayaran tunai terjadi apabila dalam suatu perjanjian kreditur
tidak bersedia menerima prestasi yang dilakukan oleh debitur.®® Contohnya adalah
apabila terdapat perjanjian peminjaman uang dengan bunga tertentu. Kemudian
debitur telah memiliki uang untuk membayar hutangnya, namun kreditur menolak
pembayaran tersebut. Pada keadaan demikian, debitur masih terus terikat perjanjian
dan memiliki kewajiban membayar bunga yang terus bertambah. Untuk
membebaskan diri dari perikatan tersebut maka kreditur dapat melakukan penawaran

pembayaran tunai.

*® Miriam Darus Badruzaman et al, Kompilasi Hukum Perikatan.................... h. 116.
> Miriam Darus Badruzaman et al, Kompilasi Hukum Perikatan................... h. 128.
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c. Pembaharuan Hutang
Menurut Pasal 1413 KUHPerdata, ada 3 cara pembaharuan hutang atau novasi
yakni:

1) Apabila seseorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru
guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan utang
yang lama, yang dihapuskan karenanya (dinamakan novasi objektif,
karena yang diperbaharui adalah obyeknya perjanjian);®°

2) Apabila seseorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang
berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya
(dinamakan novasi subyektif pasif, karena yang diperbaharui adalah
subyeknya yakni debitur);®*

3) Apabila, sebagai akibat suatu perjanjian baru, seseorang berpiutang baru
ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa si
berutang dibebaskan dari perikatannya (dinamakan novasi subyektif
aktif, karena yang diperbaharui adalah subyektifnya yakni kreditur).

d. Perjumpaan Utang atau Kompensasi
Kompensasi adalah salah satu cara hapusnya perikatan, yang disebabkan oleh
keadaan, dimana dua orang masing-masing merupakan debitur satu dengan yang

lainnya.

* Miriam Darus Badruzaman et al, Kompilasi Hukum Perikatan........................ h. 130.
*' R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan...................... h. 116.
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Syarat-syarat untuk terjadinya kompensasi menurut undang-undang adalah:
1) Dua orang secara timbal balik merupakan debitur satu daripada yang
lain;
2) Objek perikatan berupa sejumlah uang , atau barang yang sejenis yang
dapat dipakai habis;
3) Piutang-piutangnya sudah dapat ditagih;
4) Piutang-piutangnya dapat diperhitungkan dengan segera.®
e. Pencampuran Hutang
Percampuran hutang dapat terjadi, karena kedudukan kreditur dan debitur
bersatu dalam diri satu orang. Akibat dari percampuran utang adalah, bahwa
perikatan menjadi hapus, dan hapusnya perikatan menghapuskan pula borgtocht.
Hapusnya borgtocht dengan percampuran utang tidak menghapuskan utang pokok.
f. Pembebasan Hutang
Pembebasan utang adalah perbuatan hukum dimana dengan itu kreditur
melepaskan haknya untuk menagih piutangnya dari debitur.®® Pasal 1438 KUH
Perdata menyebutkan bahwa: Pembebasan suatu utang tidak dipersangkakan, tetapi
harus dibuktikan.
g. Musnahnya Barang Yang Terutang
Apabila benda yang menjadi objek dari suatu perikatan musnah, tidak dapat

lagi diperdagangkan atau hilang, maka berarti telah terjadi suatu “keadaan memaksa”

®2 R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan..................... h. 1109.
% R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan.............c..c......... h. 120.
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atau force majeur, sehingga undang-undang perlu mengadakan pengaturan tentang
akibat-akibat dari perikatan tersebut. Menurut pasal 1444 KUH Perdata, maka untuk
perikatan sepihak dalam keadaan yang demikian itu, hapuslah perikatannya asal
barang itu musnah atau hilang diluar salahnya debitur, dan sebelum ia lalai
menyerahkannya.

h. Pembatalan Perikatan Dari Para Pihak

Yang diatur oleh Pasal 1466 KUHPerdata dan selanjutnya, adalah pembatalan
perjanjian-perjanjian yang dapat dimintakan. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat
subjektif (sepakat atau kecakapan) pada Pasal 1320 KUHPerdata dapat dimintakan
pembatalan oleh orang tua atau wali dari pihak yang tidak cakap itu atau oleh pihak
yang memberikan perizinannya secara tidak bebas karena menderita paksaan atau
karena khilaf atau ditipu. Adapun pembatalannya dapat dimintakan di muka hakim
atau pengadilan.

i. Syarat Yang Membatalkan Perjanjian

Bahwa perikatan bersyarat itu adalah suatu perikatan yang digantungkan pada
suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi. Peristiwa
yang dimaksud dapat menangguhkan lahirnya perikatan atau membatalkan perikatan.
Hal ini adanya syarat batal dalam perikatan yang terjadi sehingga perikatan menjadi
berakhir dengan berlakunya syarat batal. Namun dalam prosedural pembatalannya
memerlukan putusan hakim seperti yang diperintahkan dalam Pasal 1266

KUHPerdata dan Pasal 1267 KUHPerdata.
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j. Lewat Waktu

Menurut Pasal 1946 KUH Perdata yang dimaksud dengan daluwarsa atau
lewat waktu ialah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari
suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang
ditentukan oleh undang-undang, yakni daluwarsa extinctif yaitu daluwarsa untuk
dibebaskan dari suatu perikatan. Sehingga dengan lewat waktu yang ditentukan maka

berakhirlah perikatan yang terjadi antara para pihak.

C. Kontrak dalam Islam

1. Pengertian dan Dalil
Kata akad berasal dari kata bahasa Arab 13is—13&  yang berarti, membangun

atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan. Bisa juga berarti
kontrak (perjanjian yang tercacat).®* Sedangkan menurut al-Sayyid Sabiq akad berarti
ikatan atau kesepakatan.®

Secara etimologi akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara

nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.®®

Secara terminologi, ulama fiqih membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu
secara umum dan secara khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang

dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak,

 A. Warson Al Munawir, Kamus Arab Indonesia al-Munawir, Yogayakarta: Ponpes Al Munawir,
1984, h. 1023.

® Al-Sayyid Sabiq, Figh Al-Sunnah, jilid 3, Beirut: Dar Al-Fikr, Cet. Ke-3, 1983, h. 127.

% Wahbah Al-Juhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Beirut: Dar Al-Fikr, 1989, h. 80
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pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang,
seperti jual-beli, perwakilan dan gadai. Pengertian akad secara umum di atas adalah
sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi’iyyah,
Malikiyyah dan Hanabilah.®” Pengertian akad secara khusus adalah pengaitan ucapan
salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara syara’ pada segi yang tampak
dan berdampak pada objeknya. Pengertian akad secara khusus lainnya adalah
perikatan yang ditetapkan dengan 7jab gabll berdasarkan ketentuan syara’ yang
berdampak pada objeknya.®®

Hal yang penting bagi terjadinya akad adalah adanya ijab dan gabdl. Tjab
gabdl adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridlaan
dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari
suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara’. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua
kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan
yang tidak didasarkan pada keridlaan dan syari’at Islam.®

Di dalam Al-quran akad atau perjanjian dijelaskan dalam firman Allah surat

Ali Imron ayat 76:

<9

Gad EL a5 S enin & 3 L

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (vang dibuat)nya dan
bertakwa, maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”

% Rachmad Syafe’l, Figih Muamalah, Bandung: CV. Pustaka Setia, cet. Ke-2, 2004, h. 43.
%8 Al-Kamal Ibnu al-Humam, Fath al-Qodir, Juz. 5, h. 74

% Rachmad Syafe’l, Figih Muamalah............................ h. 45.

" Qs. Ali Imron (3): 76.
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Selain pada Surat Ali Imron juga terdapat pada Al-Maidah ayat 1 Allah

berfirman:
it 1 e o0 28

“Hai orang-orang beriman, penuhilah akad iz "™

Selain terdapat dalam Al-quran, dalil tentang akad juga terdapat dalam hadis

Nabi yang diriwayatkan Bukhori dan Muslim:

—w
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Hadist dari Abdullah bin Yusuf, beliau mendapatkan hadist dari Malik dan
beliau mendapatkan Hadist dari Nafi’ dari Abdullah bin Umar Rodliyallohu
‘anhuma. Sesungguhnya Rosulalloh Sholallohu ‘alaihi wasallam bersabda : “Dua
orang yang jual beli, masing-masing dari keduanya boleh melakukan khiyar atas
lainnya selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli khiyar.” (HR Bukhori dan
Muslim).

2. Syarat dan Asas

Zuhaili mengungkapkan pendapat Mazhab Hanafi bahwa syarat yang ada
pada akad dapat dikategorikan menjadi syarat sah (shahih), rusak (fasid) dan syarat
yang batal (bathil) dengan penjelasan berikut ini:

a. Syarat shahih. adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad, mendukung

dan memperkuat substansi akad dan dibenarkan oleh syara’, sesuai dengan

1 QS. Al-Maidah (5): 1.
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kebiasaan masyarakat (‘urf). Misalnya harga barang yang diajukan oleh

penjual dalam jual beli, khiyar, syarat sesuai dengan ‘urf, dan adanya garansi.

. Syarat fasid adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang

ada dalam syarat shahth. Misalnya memberi mobil dengan uji coba dulu
selama satu tahun.

Syarat batil adalah syarat yang tidak mempunyai kriteria syarat shahih dan
tidak memberi nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya, akan tetapi
malah menimbulkan dampak negative. Misalnya penjual mobil mensyaratkan

pembeli tidak boleh mengendarai mobil yang telah dibelinya.

Secara global, syarat akad dilihat dari sumbernya terbagi dua bagian:

a. Syarat syar’i adalah suatu syarat yang ditetapkan oleh syara’, yang harus ada

untuk bisa terwujudnya suatu akad. Seperti syarat ahliyah (kemampuan) pada
si agid untuk keabsahan akad.

Syarat Ja’li yaitu syarat yang ditetapkan oleh orang yang berakad sesuai
dengan kehendaknya, untuk mewujudkan suatu maksud tertentu dari suatu
akad.”

Dalam islam juga terdapat beberapa asas perjanjian yang dapat menentukan

keabsahan suatu perjanjian tersebut, yaitu:

"2 |smail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 20-

21.

® Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h.150.



45

a. Asas llahiah atau Asas Tauhid
Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan

Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam QS.al-Hadid (57) ayat 4:

e O3laE Gty BTG S o

“Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang
kamu kerjakan”.

Kegiatan mu’amalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas
dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan
hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua,
tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT.

Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak
hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT."

b. Asas Kebolehan (Mabda al-1bahah)
Terdapat kaidah fighiyah yang artinya,”Pada asasnya segala sesuatu itu
5 15

dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang”.

Kaidah figih tersebut bersumber pada dua hadis berikut ini:

1). Hadis riwayat al Bazar dan at-Thabrani yang artinya:

“Apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal, dan apa-apa yang diharamkan Allah
adalah haram, dan apa-apa yang didiamkan adalah dimaafkan. Maka terimalah dari
Allah pemaaf-Nya. Sungguh Allah itu tidak melupakan sesuatupun”.

2). Hadis riwayat Daruguthni, dihasankan oleh an-Nawawi yang artinya:

™ Muhammad Syakir Aula, Asuransi Syari’ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional,
Cet. 1. (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 723-727.

> Imam Musbikin, Qawa 'id Al-Fighiyah, cet. 1. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), lihat Syamsul
Anwar (2006). Kontrak dalam Islam ..., h, 12.



46

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kamu sia-
siakan dia dan Allah telah memberikan beberapa batas, maka janganlah kamu
langgar dia, dan Allah telah mengharamkan sesuatu maka janganlah kamu
pertengkarkan dia, dan Allah telah mendiamkan beberapa hal, maka janganlah kamu
perbincangkan dia.”

Kedua hadis di atas menunjukkan bahwa segala sesuatunya adalah boleh
atau mubah dilakukan. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang
melarangnya. Hal ini berarti bahwa Islam memberi kesempatan luas kepada
yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam transaksi baru sesuai
dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

c. Asas Keadilan (4] ‘Adalah)

Dalam QS. Al-Hadid (57) ayat 25 disebutkan bahwa Allah berfirman:
el 2 a5k Bl iy i e Uy ey g st 3

"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti
yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan Neraca

(keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”.

Selain itu disebutkan pula dalam QS.Al A’raf (7) ayat 29:
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“Tuhanku menyuruh supaya berlaku adil”.

Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku
benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah

mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.”’

’® Imam Musbikin, Qawa'id Al-Fighiyah...........cccccocourvvrrnvnnnen. h. 59.
77 Gemala Dewi, Hukum Perikatan, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 33.
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d. Asas Persamaan Atau Kesetaraan

Hubungan mu’amalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.
Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh
karena itu sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka
antara manusia yang satu dengan yang lain, hendaknya saling melengkapi atas
kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Dalam melakukan kontrak
para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas
persamaan dan kesetaraan.’® Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan
dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan membeda-bedakan manusia
berdasar perbedaan warna kulit, agama, adat dan ras. Dalam QS.al-Hujurat (49) ayat

13 disebutkan:
e otk o&ilasg g 55 o 1S ) 20 il
"Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan
seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku

supaya kamu saling mengenal ”.

e. Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash Shidiq)
Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak
legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak.”

Dalam surat Al-Ahzab (33) ayat 70 disebutkan:
o ¥ sy w8 e 20

“Hai orang —orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah
perkataan yang benar”.

78 Gemala Dewi, Hukum Perikatan............ccocovveeeunn... h. 32-33.
7 Gemala Dewi, Hukum Perikatan..........ccocoovveeoerennn. h. 32-33.
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Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para
pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan lingkungannya.

Sedangkan perjanjian yang mendatangkan madharat dilarang.

f.  Asas Tertulis (Al Kitédbah)

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan
sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan.

Dalam QS.al-Bagarah (2) ayat 282- 283 dapat dipahami bahwa Allah SWT
menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis,
dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian
dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian
dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai
jaminannya.®

g. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang
dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak
yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun
tidak terdapat ketentuannya dalam al Qur’an dan Al Hadis. Asas kemanfaatan dan

kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum Islam secara universal.

8 Gemala Dewi, Hukum Perikatan..........cccoeveveverenenn. h. 37-38.
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h. Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan (Mabda’ ar-rida iyyah)

Dalam surat An-Nisa (4) ayat 29:

3 15 02 52 0585 1Y) ey K &0l gl Y e o0 Gt
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka
sama suka di antara kamu”.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa segala transaksi yang dilakukan harus
atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak tidak
diperbolehkan ada tekanan, paksaan, penipuan, dan mis-statement. Jika hal ini tidak
dipenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil. Asas ini terdapat
juga dalam hadis riwayat Ibn Hibban dan al-Baihagi yang artinya: ’Sesungguhnya
jual beli berdasarkan perizinan (rida)”.81

I. Asas Kebebasan Berkontrak (Mabda’ hurriyah at-ta’aqud)

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu
perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan ditentukan oleh para pihak.
Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat para
pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya.
Namun kebebasan ini tidak absolute. Sepanjang tidak bertentangan dengan syari’ah

Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan. Menurut Faturrahman Djamil

bahwa, ”Syari’ah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan

#! Faturrahman Djamil. “Hukum Perjanjian Syari’ah”, dalam Mariam Darus Badzrulzaman et.
al. Kompilasi Hukum Perikatan, cet. 1. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 250,
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akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan syarat sahnya adalah
ajaran agalmat.”82
J. Asas Perjanjian Itu Mengikat

Asas ini berasal dari hadis Nabi Muhammad saw yang artinya:

“Orang-orang muslim itu terikat kepada perjanjian-perjanjian (Klausul-klausul)
mereka, kecuali perjanjian (klausul) yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram”.

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa setiap orang yang melakukan
perjanjian terikat kepada isi perjanjian yang telah disepakati bersama pihak lain
dalam perjanjian. Sehingga seluruh isi perjanjian adalah sebagai peraturan yang wajib
dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian.

k. Asas Keseimbangan Prestasi

Yang dimaksudkan dengan asas ini adalah asas yang menghendaki kedua
belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.®® Dalam hal ini dapat diberikan
ilustrasi, kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan
dapat menuntut pelunasan prestasi melalui harta debitur, namun debitur memikul pula

kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik.

3. Rukun dan Tujuan

Menurut Mazhab Hanafi rukun yang terdapat dalam akad hanya satu, yaitu
serah terima (ijab qabdl), sementara yang lainnya merupakan derivasi dari

pengucapan (shighah). Artinya shighah tidak akan ada jika tidak terdapat dua pihak

# Faturrahman Djamil. “Hukum Perjanjian Syari’ah”...............ccccooeweeevveeeenenn, h. 249,
# Salim H. S, Hukum Kontrak ... (2006), h. 13-14, lihat juga Syamsul Anwar, Kontrak dalam Islam ...
(2006), h. 12.
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yang bertransaksi (agidain) dan objek yang ditransaksikan (ma’giid alaih). Berbeda
dengan pendapat mayoritas atau jumhur ulama yang menyatakan bahwa rukun akad
terdiri atas pihak-pihak yang berakad, objek akad dan ungkapan (shighah), serta
kebebasan orang yang berakad.®*
Ahmad Azhar Basyir menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar
suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu:
a. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang
bersangkutan tanpa akad yang diadakan.
b. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
c. Tujuan akad harus dibenarkan syara’.85
Tujuan akad dalam Islam dikenal dengan istilah Maudhu’ al- agad adalah
maksud utama disyariatkan akad. Dalam syariat Islam Maudhu’ a/- &gad harus benar
dan sesuai dengan ketentuan syara'. Sebenarnya Maudhu’ al- &gad sama meskipun
berbeda-beda barang jenisnya. Pada akad jual-beli misalnya, Maudhu’ a/- &qgad
pemindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli, sedangkan dalam sewa
menyawa pemindahan dalam mengambil manfaat disertai pengganti.

Tujuan dan hukum suatu akad disyariatkan dalam hukum Islam, tujuan akad

ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an dan Nabi Muhammad SAW dalam

* 1smail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer............c..ccccocouvunn.. h. 22.
8 Akhmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta: Ull pers, 1982, ) h. 99-100.
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Hadist. Menurut ulama figih, Tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan
ketentuan syari‘ah tersebut. Apabila tidak sesuai, maka hukumnya tidak sah.®
Tujuan akad ini ditandai dengan beberapa karakteristik, yaitu:*’
a. Bersifat objektif.
b. Menentukan jenis tindakan hukum.
c. Tujuan akad merupakan fungsi hukum dari tindakan hukum.
4. Akad ljarah

a. Pengertian dan Dalil

Secara bahasa ijarah digunakan sebagai nama bagi al-ajru (j;ﬁ!\ ) yang

berarti imbalan terhadap suatu pekerjaan ( A g& 25’;\) dan pahala (Q\;ﬁzﬂ), Asal

katanya adalah: >t -

s
/T aﬂa}T

dan jamaknya adalah 3>). Wahbah al-Zuhaily

20

menjelaskan ijarah menurut bahasa yaitu: W\ &= yang berarti jual beli manfaat.®®

Al-ljarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi
kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak atau menjual jasa kepada
orang lain seperti menjadi buruh kuli dan lain sebagainya. Menurut Sayyid Sabiq

ijarah adalah:

20

L

f

SN B g sl shs 2 e Rk Ly
Artinya: "Iljdarah di ambil dari kata “Ajrun’ yaitu pergantian maka dari itu pahala
juga dinamakan upah”.®

8 Gemala Dewi, dkk. Hukum Perikatan Islam di Indonesia. (Jakarta : Kencana 2006) h. 62.
87 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah. (Jakarta : Grafindo Persada. 2007) H. 220.
® Wahbah al-Zuhailiy, Al-Figih al-Islami wa Adillatuh...............cccccco.enven.. h. 731.

% Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabiy, 1971), Jilid III, h. 177.
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Secara terminologi pengertian ijarah adalah sebagaimana yang dikemukakan
oleh para ulama di bawah ini:

1). Menurut Ulama Syafiiyah

2

aofas e ax U Vs JAD AL G oas gas ssgteds sl e A2

Artinya: “Akad atas suatu manfaat yang diketahui kebolehannya dengan serah

terima dan ganti yang diketahui manfaat kebolehannya 250

2). Menurut Ulama Hanafiyah

Artinya: “Akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti”.

3). Menurut Ulama Malikiyyah

z 2 z -
Gl S0 a0 B Wl B

¢

Artinya: “ljarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam
waktu tertentu”.

4). Menurut Sayyid Sabiq
s dnidl o die g2 3y

Artinya:  “[jarah secara Syara’ ialah akad terhadap suatu manfaat dengan adanya
ganti”.

Dari beberapa pendapat ulama dan mazhab diatas tidak ditemukan perbedaan
yang mendasar tentang defenisi ijarah, tetapi dapat dipahami ada yang

mempertegas dan memperjelas tentang pengambilan manfaat terhadap benda atau

% Muhammad al-Khathib al-Syarbayniy, Mughniy al-Muhtaj, (Beirut: Dar al-Fikr, Juz 11), h. 332.
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jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan adanya imbalan atau upah serta
tanpa adanya pemindahan kepemilikan.*

Dasar disyariatkannya akad ijarah adalah berfirman Allah Swit:

D3 iy 33 adlaks ”Lﬁfd\ohi-\dpéiﬁwwwf 5 Okt (A
d,.m;‘ p L: CJ») uﬁjﬁ L ek V‘@'}"ﬁ'a': sty

Pt

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan
antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah
meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar
sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu
lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan .°

il 8440 10 i

“Jika mereka telah menyusukan anakmu maka berilah upah mereka » 93

Z
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“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai
orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang
kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya ”.**

Selain dalam Al-quran, dalil ijarah juga terdapat dalam As-Sunnah:
(le oo o) a5 ad O 458 530 5 sl 8 0 0525 6206 58 5 o s o

Rasulullah Saw bersabda “Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum
keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah)95

*! Muhammad al-Khathib al-Syarbayniy, Mughniy al-Muhtaj, (Beirut: Dar al-Fikr, Juz I1), h. 333.

%2 QS. Az Zukhruf (43): 32.

% QS. Aht-Thalaq (65): 6.

% QS. Al- Qashash (28): 26.

> Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdullah al-Qazwiniy, Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Dar al- Fikr, 2004),

Jilid 11, h. 20.



55

g e w4 0 e 08 Wi W Gz o ) o sl 2E b 2 Bhs

(@l olyy) G3T 4B Lails
Artinya: “Hadist dari Ibnu Thawus dari ayanya dari Ibnu Abbas r.a dia berkata
bahwa Nabi Saw pernah mengupah seorang tukang bekam kemudian membayar
upahnya”. (H.R.Bukhari)

Dalil ijarah juga terdapat dalam Ijma’:

Mengenai kebolehan ijarah para ulama sepakat tidak ada seorang ulama pun
yang membantah kesepakatan (ijma’) ini, sekalipun ada diantara mereka yang
berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak ditanggapi.”

b. Syarat dan Rukun

Syarat ljarah terdiri dari 4 macam, yaitu syarat al-in’idd (terjadinya akad),
syarat an-nafadz (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim.

1) Syarat terjadinya akad

Berkaitan dengan ‘dgid, zat akad, dan tempat akad. Menurut ulama
Hanafiyah, ‘dgid (orang yang melakukan akad disyaratkan harus berakal
dan mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak diisyaratkan harus baligh. Akan tetapi,
jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah anak mumayyiz, dipandang sah bila
telah ada walinya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat ijarah
dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad

anak mumayyiz adalah sah, tetapi bergantung atas keridhaan walinya.

% Sayyid Sabiqg, Figih SUNNah...........ccccceveveveeerereern. h. 180.
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2). Syarat Pelaksanaan (an-nafadz)

Barang harus dimiliki oleh ‘dgid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk
akad (ahliah). Dengan demikian, ijarah al-fudhul (ijarah yang dilakukan oleh orang
yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat
menjadikan adanya ijarah.

3). Syarat Sah ljarah

Keabsahan ijarah  berkaitan dengan ‘dgid (orang yang akad); adanya
keridhaan dari kedua belah pihak. Ma qiid ‘alaih (barang yang menjadi objek akad)
bermanfaat dengan jelas. Diantara cara untuk mengetahui ma qgiid ‘alaih (barang)
adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis
pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang.

4). Syarat kelaziman meliputi:

a) Mauqlf ‘alaih (barang sewaan) terhindar dari cacat.

b) Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad. Uzur yang dimaksud
adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemadharatan bagi yang
akad.”’

Menurut Hanafiah, rukun ijarah hanya satu, yaitu ijab dan gabul, yakni
pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan.

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada empat yaitu:

1) Mu’jir dan Musta jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau

upah-mengupah. Mu jir adalah yang memberikan upah yang menyewakan,

% Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah..............cc.ccccevvvernenee. h.321.
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Musta jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan
yang menyewa sesuatu, disyaratkan bagi Mu jir dan Musta jir adalah baligh,
berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling
meridhai. Bagi orang yang berakad ijarah juga disyaratkan mengetahui
manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah
terjadinya perselisihan.

2) Shighat ijab gabul antara Mu jir dan Musta jir, ijab gabul sewa-menyewa dan
upah-mengupah.

3) Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam
sewa-menyewa maupun upah-mengupah.

4) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah
mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya, begitu juga jasa dan tenaga dari
orang yang bekerja.*®
c. Macam-Macam ljarah
Dari segi objeknya, akad ijarah dibagi para ulama figih kepada dua macam:
1). ljarah yang bersifat manfaat (sewa). ljarah yang bersifat manfaat

umpamanya adalah sewa-menyewa rumah, toko, dan kendaraan. Apabila
manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara’ untuk digunakan,
maka para ulama figih sepakat hukumnya boleh dijadikan objek sewa-

menyewa.*®

*® Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah.............cc.ccc.cooevvrvsrereinnnane. h.320.
% Wahbah al-Zuhailiy, al-Figih al-Islami wa Adillatuh............c..cccccoooevvrrrenene. h. 759.
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2). ljarah yang bersifat pekerjaan (jasa). ljarah yang bersifat pekerjaan ialah
memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. ljarah
seperti ini menurut para ulama figih hukumnya boleh apabila jenis
pekerjaan itu jelas dan sesuai syari’at, seperti buruh pabrik, tukang sepatu,
dan tani.'%

ljarah ‘ala al-‘amal (upah mengupah) terbagi kepada dua yaitu:

1). ljarah Khusus

Yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya orang yang

bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang memberinya upah.

Seperti pembantu rumah tangga.

2). ljarah Musytarak

Yaitu ijarah yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama.

Hukumnya dibolehkan bekerjasama dengan orang lain. Contohnya para

pekerja pabrik.'%*

1% Wahbah al-Zuhailiy, al-Figih al-Islami wa Adillatuh...............c..cc.ccooevvennene. h. 766.
1% Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 133-134.
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PEMBAHASAN

A. Asal Usul Sejarah Arema Indonesia
1. Nama Arema Pada Masa Kerajaan

Nama Arema adalah legenda Malang. Adalah Kidung Harsawijaya yang
pertama kali mencatat nama tersebut, yaitu kisah tentang Patih Kebo Arema di kala
Singosari diperintah Raja Kertanegara. Prestasi Kebo Arema gilang gemilang. la
mematahkan pemberontakan Kelana Bhayangkara seperti ditulis dalam Kidung Panji
Wijayakrama hingga seluruh pemberontak hancur seperti daun dimakan ulat.
Demikian pula pemberontakan Cayaraja seperti ditulis kitab Negarakretagama. Kebo
Arema pula yang menjadi penyangga politik ekspansif Kertanegara. Bersama Mahisa
Anengah, Kebo Arema menaklukkan Kerajaan Pamalayu yang berpusat di Jambi.
Kemudian bisa menguasai Selat Malaka.

Sejarah heroik Kebo Arema memang tenggelam. Buku-buku sejarah hanya
mencatat Kertanegara sebagai raja terbesar Singosari, yang pusat pemerintahannya
dekat Kota Malang.

2. Nama Arema di Dekade 80’an

Sampai akhirnya pada dekade 1980-an muncul kembali nama Arema.
Tidak tahu persis, apakah nama itu menapak tilas dari kebesaran Kebo Arema.
Yang pasti, Arema merupakan penunjuk sebuah komunitas asal Malang. Arema

adalah akronim dari Arek Malang. Arema kemudian menjelma menjadi semacam

59
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"subkultur” dengan identitas, simbol dan karakter bagi masyarakat Malang. Diyakini,
Arek Malang membangun reputasi dan eksistensinya di antaranya melalui musik rock
dan olahraga. Selain tinju, sepak bola adalah olahraga yang menjadi jalan bagi arek
malang menunjukkan reputasinya. Sehingga kelahiran tim sepak bola Arema adalah
sebuah keniscayaan.'®*
3. Asal Usul Berdirinya Arema

(Arema Football Club/Persatuan Sepak Bola Arema nama resminya) lahir
pada tanggal 11 Agustus 1987, dengan semangat mengembangkan persepak bolaan di
Malang. Pada masa itu, tim asal Malang lainnya Persema Malang bagai sebuah
magnet bagi arek Malang. Stadion Gajayana sebagai home base klub pemerintah itu
selalu disesaki penonton, Dimana posisi Arema waktu belum mengejawantah sebagai
sebuah komunitas sepak bola. Ia masih jadi sebuah “utopia”.

Adalah Acub Zaenal mantan Gubernur Irian Jaya ke-3 dan mantan pengurus
PSSI periode 80-an yang kali pertama punya andil menelurkan pemikiran membentuk
klub Galatama di kota Malang setelah sebelumnya membangun klub Perkesa 78. Jasa
“Sang Jenderal” tidak terlepas dari peran Ovan Tobing, humas Persema saat itu.
“Saya masih ingat, waktu itu Pak Acub Zainal saya undang ke Stadion Gajayana
ketika Persema lawan Perseden Denpasar,” ujar Ovan. Melihat penonon membludak,

Acub yang kala itu menjadi Administratur Galatama lantas mencetuskan keinginan

192 hitp://asal-usul-motivasi.blogspot.co.id/2011/01/asal-usul-sejarah-arema-indonesia.html diakses

pada tanggal 6 februari 2016
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mendirikan klub galatama. “You bikin saja (klub) Galatama di Malang,” kata Ovan
menirukan ucapan Acub.

Beberapa hari setelah itu, Ir Lucky Acub Zaenal putra Mayjen TNI (purn)
Acub Zaenal mendatangi Ovan di rumahnya, JI. Gajahmada 15. la diantar Dice
Dirgantara yang sebelumnya sudah kenal dengan dirinya. “Waktu itu Lucky masih
suka tinju dan otomotif,” katanya. Dari pembicaraan itu, Ovan menegaskan kalau
dirinya tidak punya dana untuk membentuk klub galatama. “Saya hanya punya
pemain,” ujarnya. Maka dipertemukanlah Lucky dengan Dirk “Derek” Sutrisno
(Alm), pendiri klub Armada “86.

Berkat hubungan baik antara Dirk dengan wartawan olahraga di Malang,
khususnya sepakbola, maka SIWO PWI Malang mengadakan seminar sehari untuk
melihat "sudah saatnyakah Kota Malang memiliki klub  Galatama?"
Drs. Heruyogi sebagai Ketua SIWO dan Drs. Bambang Bes (Sekretaris SIWO)
menggelar seminar itu di Balai Wartawan JI. Raya Langsep Kota Malang. Temanya
"Klub Galatama dan Kota Malang"”, dengan nara sumber Bp. Acub Zainal
(Administratur Galatama), dari Pengda PSSI Jatim, Komda PSSI Kota Malang, Dr.
Ubud Salim, MA. Acara itu dibuka Bp Walikota Tom Uripan (Alm). Hasil atau
rekomendasi yang didapatkan dari seminar: Kota Malang dinilai sudah layak
memiliki sebuah klub Galatana yang professional.

Harus diakui, awal berdirinya Arema tidak lepas dari peran besar Derek
dengan Armada 86-nya. Nama Arema awalnya adalah Aremada-gabungan dari

Armada dan Arema. Namun nama itu tidak bisa langgeng. Beberapa bulan kemudian
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diganti menjadi Arema'86. Sayang, upaya Derek untuk mempertahankan klub
Galatama Arema 86 banyak mengalami hambatan, bahkan tim yang diharapkan
mampu berkiprah di kancah Galatama VIII itu mulai terseok-seok karena dihimpit
kesulitan dana.

Dari sinilah, Acub Zaenal dan Lucky lantas mengambil alih dan berusaha
menyelamatkan Arema 86 supaya tetap survive. Setelah diambil alih, nama Arema 86
akhirnya diubah menjadi Arema dan ditetapkan pula berdirinya Arema Galatama
pada 11 Agustus 1987 sesuai dengan akte notaris Pramu Haryono SH (almarhum) No
58. “Penetapan tanggal 11 Agustus 1987 itu, seperti air mengalir begitu saja, tidak
berdasar penetapan (pilihan) secara khusus,” ujar Ovan mengisahkan.

Hanya saja kata Ovan, dari pendirian bulan Agustus itulah kemudian simbol
Singo (Singa) muncul. "Agustus itu kan Leo atau Singo (sesuai dengan
horoscop),"imbuh Ovan. Dari sinilah kemudian, Lucky dan Ovan mulai mengotak-
atik segala persiapan untuk mewujudkan obsesi berdirinya klub Galatama

kebanggaan Malang.*®

B. Sistem Kontrak Pemain Sepakbola Arema
Perjanjian kerja merupakan unsur terpenting dalam dunia kerja, agar hak dan
kewajiban para pihak dapat diketahui secara jelas disamping menjadi landasan otentik

jika suatu saat terjadi persengketaan. Perjanjian-perjanjian yang selanjutnya disebut
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Kontrak yang telah dibuat dan disepakati para pihak selanjutnya menjadi Undang-
undang bagi mereka, sehingga salah satu perjanjian yang tidak dilaksanakan para
pihak akan menjadi pelanggaran terhadapnya dan berimplikasi mendapat sanksi.

Arema Indonesia sebagai salah satu klub beasar sepakbola di Indonesia yang
dihuni oleh pemain-pemain berkualitas juga tidak terlepas dari adanya kontrak
pemain. Kontrak pemain tersebut berisikan tentang hak dan kewajiban antara pemain
dan menejemen klub, supaya kesejahteraan pemain dan keberlangsungan klub
berjalan seimbang. Perjanjian kontrak tersebut dilakukan oleh menejemen klub
setelah sang pemain resmi berstatus bebes transfer (tidak terikat kontrak dengan klub
lain). Dalam taraf ini menejemen klub menyodorkan satu bendel kontrak yang berisi
beberapa pasal perjanjian untuk ditandatangani oleh sang pemain. Dalam kontrak
tersebut diantaranya berisi tentang ruang lingkup peranjian, masa perjanjian, nilai
dasar perjanjian, hingga kewajiban pemain maupun Klub.

1. Jangka waktu perjanjian

Penandatanganan kontrak oleh pemain merupakan proses akhir dari
kesepakatan para pihak atas pasal-pasal yang ada di dalam kontrak. Masa perjanjian
merupakan pasal yang sangat rumit dan membutuhkan waktu negosiasi lama sebelum
terjadinya kontrak, karena pasal itu merupakan dasar atas timbulnya prestasi-prestasi
yang lain sebagaiman nilai dasar perjanjian (kontrak dan gaji) pemain. Pada dasarnya
klub tidak menentukan berapa lama pemain akan bermain di klub arema tersebut,
hanya saja klub memberi tawaran jangka waktu perjanjian kepada pemain menurut

kualitas pemain dan keinginan klub selain mempertimbangkan harga dari pemain
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tersebut. Satu musim kompetisi adalah 12 (dua belas) bulan atau satu tahun,
sedangkan masa perjanjian pemain mempunyai beberapa opsi baik satu, dua sampai
lima musim kompetisi tergantung kesepakatan para pihak.

Pemain tidak boleh melakukan perjanjian kerja dengan klub lain setelah
mencapai kesepakatan dengan klub arema sebelum masa perjaniannya habis. Namun,
bukan tidak ada opsi bagi pemain dalam masalah ini karena regulasi telah mengatur
proses perpindahan pemain kepada klub lain dan klub diwajibkan menyertakan
regulasi tersebut ke dalam kontrak pemain. Para pihak wajib bersepakat tentang status
perjanjiannya terkait dengan perpanjangan atau pengakhiran antara 2 (dua) sampai 6
(enam bulan) menjelang berakhirnya perjanjian, sehingga pemain mempunyai opsi
untuk bernegosiasi dengan klub lain atau sekedar menjawab statusnya jika pemain
diminati Klub lain.

Ketentuan kesepakatan jangka waktu perjanjian di atas sesuai pasal berikut ;

Pasal 3 (tiga).

a. Masa perjanjian yang dilakukan oleh para pihak adalah 1 (satu) tahun
kompetisi, dan tiap tahun kompetisi berumur 12 (dua belas bulan).

b. Antara 2 (dua) sampai 6 (enam) bulan menjelang berakhirnya perjanjian ini,
para pihak sudah wajib bersepakat tentang status perjanjian terkait dengan
perpanjangan atau pengakhiran dan dilaporkan statusnya secara tertulis
kepada LIGA.

c. Mengacu pada paragraf 2 (dua) dalam pasal ini, pemain dapat melakukan

negosiasi dan memulai perjanjian kerja dengan klub lain apabila kontraknya
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telah habis masa atau akan habis masa dalam jangka waktu kurang dari 6

(Bulan).

Negosiasi kemudian berlanjut pada pembahasan nilai dasar perjanjian setelah
klub dan pemain mencapai kesepakatan terkait dengan jangka waktu. Pada proses ini
pemain akan mendapatkan nilai dasar perjanjian sesuai dengan masa kontrak yang
telah disepakati kemudian dari nilai tersebut dibagi dengan masa kontrak sehingga
diketahui jumlah gaji yang diterima pemain setiap bulannya. Selain membahas nilai
kontrak, para pihak juga bernegosiasi mengenai nilai lain seperti bonus penghargaan
pemain, maupun remunerasi ketika pemain cidera akibat bermain membela klub atau
Tim Nasional. Pada umumnya pemain akan meminta kenakan nilai kontrak setelah
mereka membawa klubnya menjadi juara atau pemain mengalami performa bagus
dan diminati banyak klub dengan rayuan gaji besar. Ketika klub tidak menginginkan
pemain pergi, klub akan memenuhi permintaan kenaikan gaji oleh pemain. Oleh
karena itu, pemain-pemain akan bersaing untuk mendapatkan posisi utama atau yang
dikenal dengan starting eleven supaya mereka mendapatkan waktu bermain yang
banyak sehingga berdampak pada puncak penampilan. Disisi lain, pemain yang
mengalami masalah dengan penampilannya baik karena sering cidera maupun
penurunan performa sesuai dengan penilaian pelatih klub berhak menurunkan nilai
kontraknya.

Pasal 4 (empat) tentang nilai dasar perjanjian dan metode pembayaran.
a. Para pihak sepakat pada nilai dasar perjanjian selama satu musim kompetisi.

b. Tiap tahun kompetisi, pemain dapat mengajukan kenaikan nilai kontrak.



66

c. Tiap tahun kompetisi, klub dapat menurunkan nilai kontrak pemain sesuai
dengan penilaian pelatih.

d. Nilai lain yang berkaitan dengan perjanjian ini akan dicantumkan pada
lampiran.

e. Jadwal pembayaran nilai perjanjian dilakukan dengan tahap-tahap berikut:

1) Pembayaran pendapatan bulanan pemain dibayarkan setiap tanggal ke 15
sampai dengan 25 tiap bulan.

2) Pembayaran bonus penghargaan pemain dibayarkan setiap dalam 7 (tujuh)
hari kerja setelah pertandingan yang bersangkutan.

f. Pembayaran pendapatan pemain dilakukan dengan cara transfer ke Rekening
Bank pemain dan disertai dengan Bukti penerimaan atau slip Gaji.

g. Pemain dapat lanjut dibayar remunerasi yang tercantum dalam paragraf 1 dari
pasal ini selama periode dimana pemain tidak dapat melanjutkan tugasnya
sebagai akibat dari:

1) Sakit/cidera yang ditimbulkan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas
bekerja sebagai pemain terhadap klub.
2) Tugas Tim Nasional, kecuali pemain menerima jumlah remunerasi dan
tunjangan yang sama di dalam perjanjian dengan PSSI.
Kesepakatan para pihak merupakan syarat sahnya perjanjian sebagaimana
dalam pasal 1320 KUHPerdata. Kata sepakat dari klub dan pemain terlepas dari
adanya unsur paksaan maupun penipuan sehingga kata sepakat yang keluar

merupakan kesepakatan yang hakiki, artinya pemain menghendaki terkait apa yang



67

telah disepakatinya. Pemain diberikan hak untuk mengungkapkan kehendaknya
ketika proses negosiasi berlangsung sehingga kedudukan menejemen dan pemain
seimbang sebagaiman asas keadilan dan asas kesetaraan dan keseimbangan.

Selain kata sepakat terdapat syarat perjanjian yang lain yaitu para pihak
merupakan subjek yang cakap hukum, artinya pemain telah dianggap dewasa dan
tidak berada dalam pengampuan. Pemain-pemain arema merupakan pemain
professional yang telah dinyatakan dewasa, Karena kebanyakan dari mereka sudah
berumur di atas 21 tahun. Pemain yang masih berada di tim U-21 berhak promosi ke
tim utama apabila permainan mereka sudah dianggap layak bermain di kompetisi
tertinggi yaitu ISL. Pemain U-21 merupakan pemain yang berumur 19 tahun samapi
umur 21 tahun dan berada satu tingkat di bawah tim utama. Hal ini sesuai dengan
pasal 330 KUHPerdata yang menyatakan seseorang telah dinyatakan dewasa jika
telah berumur 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi sudah menikah. Selain itu
pasal 47 dan 50 UU No 1 tahun 1974 menyatakan kedewasaan seseorang ditentukan
bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai dia berusia 18
tahun.

Perekrutan pemain yang dilakukan menejemen arema tidak hanya pada
pemain lokal saja, melainkan mendatangkan pemain asing berkualitas seperti Cristian
Gonzales, Goran Gancev serta Srdjan Lopicic. Bukan tanpa alasan arema merekrut
pemain berkelas tersebut karena arema merupakan klub besar yang ada di Indonesia
sehingga dengan diperkuat pemain tersebut mampu konsisten berada d jalur juara dan

menjaga nama besar arema dan Kota Malang. Perjanjian tersebut mencerminkan
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tentang asas kebebasan berkontrak dan dengan asas ini setiap orang bebas melakukan
perjanjian denga siapa dan apa saja saja sesuai dengan maksud dan keinginannya
selama tidak bertentangan dengan pasal 1320 tentang objek tertentu dan sebab yang
halal.

2. Kewajiban pemain dan klub

Pada saat proses penandatanganan kontrak telah selesai, selanjutnya pemain
akan melakukan prestasinya sebagai seorang pemain yaitu berlatih dan bermain pada
seluruh pertandingan yang diikuti klub dengan sungguh-sungguh dan maksimal.
Pemain diwajibkan untuk mentaati seluruh peraturan klub supaya performa pemain
tetap terjaga dan terhindar dari sanksi. Adapun peraturan klub bervariasi tergantung
kebijakan pelatih dan menejemen klub, seperti peraturan pelatih Arema Milomir
Seslija yang tidak memperbolehkan pemainnya makan makanan yang berminyak
secara berlebihan. Disamping itu pemain tidak diperbolehkan tidur larut malam,
semuanya dilakukan supaya kebugaran pemain tetap terjaga. Segala program latihan
yang telah disusun dan seluruh instruksi pelatih merupakan kewajiban pemain yang
harus diikuti selama perintah dan instruksi itu tidak bertentangan dengan Undang-
undang karena pemain yang tidak mengikuti program tersebut terancam mendapat
hukuman dan sanksi dari klub.

Disamping berkewajiban menaati seluruh peraturan klub, pemain juga
bertanggung jawab terhadap kesehatan dan pola hidup pribadi supaya kebugaran
pemain terhadap terjaga seperti memakan makanan yang hanya dikukus, olahraga

pada waktu terjadinya jeda kompetisi sampai tidak meminum minuman beralkohol.
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Pemain juga berhak untuk menolak dan tidak mengikuti kegiatan di luar sepakbola
atau kegiatan yang bisa membahayakan keselamatan, seperti balap motor dan tinju.
Selain bertanggung jawab secara pribadi terkait pemain professional pemain juga
bertanggung jawab terhadap perilakunya dan menaga nama baik Kklub, baik dalam
lingkungan sosial, dalam latihan sampai ketika berada di lapangan pertandingan.
Pemain wajib menghormati dan menerima seluruh keputusan wasit dan hakim garis
ketika pertandingan berlangsung. Pemain yang protes secara berlebihan karena tidak
menerima keputusan pengadil lapangan akan mendapat peringatan sampai diusir
keluar, bahkan pemain yang memukul wasit akan mendapatkan sanksi dari LIGA.

Di luar program latihan, kegiatan resmi yang diadakan oleh klub harus diikuti
oleh seluruh pemain. Pertemuan rutinan, kegiatan sosial seperti santunan terhadap
anak yatim, coaching clinik pada sekolah sepakbola (SSB), laga persahabatan sampai
kegiatan komersial yang diadakan oleh klub wajib dihadiri oleh pemain.

Berikut ini merupakan ketentuan mengenai kewajiban pemain, yaitu;

Pasal 5 (lima).

a. Bermain maksimal (jika dimainkan) dalam pertandingan yang diikuti oleh
klub.

b. Mengikuti seluruh pertandingan, program latihan, pertemuan tim, program
persiapan pertandingan lainnya dan acara resmi klub berdasarkan instruksi
dan perintah yang jelas dari pelatih kepala klub atau personil lain yang

ditunjuk oleh klub.
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Bertanggung jawab terhadap kesehatan pribadi, pola hidup dan kebugaran
pribadi terkait dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pemain profesional.

. Mengikuti dan bertindak berdasarkan instruksi dan perintah dari ofisial klub
selama perintah dan instruksi tersebut dapat diterima dengan alasan yang
jelas.

Menghadiri kegiatan sosial dan komersial yang diselenggarakan oleh klub.
Mematuhi peraturan klub yang diberitahu sebelum penandatanganan kontrak,
dengan catatan peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Regulasi
Sepakbola dalam perjanjian ini.

. Menjaga tingkah laku pribadi dalam lingkup sportif terhadap orang lain di
dalam pertandingan dan latihan, mempelajari dan menjalankan Laws Of The
Game dan menerima seluruh keputusan wasit dalam pertandingan.

. Menolak dan tidak mengikuti kegiatan lain di luar sepakbola atau kegiatan
lain yang dapat membahayakan keselamatan atau kegiatan yang dilarang oleh
klub.

Menjaga peralatan milik klub dan mengembalikan (apabila dipinjamkan) pada
saat perjanjian berakhir.

Memberitahukan dengan segera kepada klub dalam hal terjadi sakit atau
kecelakaan dan tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan medis dalam
bentuk apapun sebelum memberitahukan kepada dokter klub (kecuali darurat)

dan menyerahkan Data Medis kepada klub.



71

k. Menjalankan pemeriksaan medis dan perawatan medis berdasarkan
permintaan dari dokter klub. Pemain memperoleh hak terhadap opini kedua
dari seorang dokter independen ketika tidak setuju dengan opini dari dokter
Klub. jika masih terdapat perbedaan pendapat , para pihak setuju untuk
menerima opini pihak ketiga yang independen yang sifatnya mengikat.

I.  Menjalankan dan menghormati Statuta FIFA dan PSSI, Regulasi LIGA, PSSI,
AFC, FIFA dan seluruh keputusan yang dibuat oleh FIFA, AFC, PSSI dan
LIGA.

m. Tidak melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik klub.

n. Tidak melakukan perjudian atau tindakan judi yang berkaitan dengan
sepakbola.

Dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang pemain professional, pemain
juga berhak atas prestasi yang diperoleh dari klub. Klub wajib memenuhi prestasinya
dalam hal kesejahteraan pemain selama pemain memperkuat klub tersebut.
Kewajiban klub itu adalah tidak telat membayar gaji pemain setiap bulannya,
menyediakan fasilitas kesejahteraan seperti tempat tinggal pemain, bonus
penghargaan pemain, asuransi kesehatan dan pendapatan pemain ketika pemain
tersebut cidera atau sakit yang diakibatkan membela klub. Klub juga berkewajiban
menyediakan akomodasi, makanan, transportasi dan seluruh fasilitas dan peralatan
yang dibutuhkan pemain ketika melaksanakan pertandingan. Selain itu, pemain juga
berhak mendapatkan hari libur dan jaminan kesehatan dan bentuk perlindungan

pemain.



72

Ketentuan terkait kewajiban klub di atas sesuai dengan;

Pasal 6 (enam).

a. Melakukan kewajiban untuk kesejahteraan kepada pemain yang meliputi
pendapatan pemain (uang kontrak dan gaji bulanan), fasilitas kesejahteraan
pemain, bonus penghargaan pemain, ASKES dan pembayaran pendapatan
saat pemain tidak bisa melakukan kewajiban karena sakit atau cidera yang
dialami pemain karena bertanding atau hal lain karena instruksi atau perintah
klub, Dana pensiunan dan JAMSOS merujuk kepada Hukum Ketenagakerjaan
Negara Republik Indonesia, serta menggangti biaya yang dikeluarkan pemain
terhadap keperluan atau kepentingan klub yang telah disepakti para pihak (
contoh; KITAS, tiket pesawat, dan lain-lain).

b. Menyediakan seluruh fasilitas dan peralatan yang diperlukan pemain
sehubungan dengan pertandingan yang diikuti oleh klub (contoh: akomodasi,
makanan, transportasi dan lain-lain).

c. Memberikan jaminan kesehatan dalam bentuk asuransi atau bentuk
perlindungan lain kepada pemain.

d. Memberikan hak kepada pemain sehubungan dengan hari libur klub maupun
hari libur resmi yang disepakiti oleh para pihak.

e. Memberikan perlindungan terhadap hak asasi dan non-diskriminasi pemain.

f. Melepas pemain yang secara resmi dipanggil oleh Tim Nasional untuk
mengikuti pertandingan dimana ketentuan pelepasan pemain mengacu kepada

regulasi FIFA.
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g. Menjalankan dan menghormati Statuta, Regulasi termasuk Kode Etik dan
keputusan dari FIFA,AFC, PSSI, dan LIGA.

Segala kewajiban pemain dan klub merupakan bentuk dari sesuatu hal dalam
kontrak sebagaimana syarat sah perjanjian. Sesuatu hal bisa saja berupa hak, jasa,
benda atau sesuatu, baik yang sudah ada ataupun belum ada, asalkan dapat ditentukan
jenisnya. Jenis dari perjanjian di atas adalah jasa, klub mengontrak pemain sepakbola
untuk dimanfaatkan jasanya untuk membantu memperkuat klub supaya menjadi klub
yang tangguh dan kuat. Prestasi-prestasi di atas tidak bertentangan dengan kesusilaan
dan ketertiban umum sehingga jenis prestasi tersebut menjadi halal, karena tidak bisa
dihindari bahwa syarat sahnya perjanjian adalah adanya sebab yang halal.

Unsur esensialia merupaka unsur yang harus ada dalam perjanjian karena
unsur tersebut harus tertara dalam perjanjian. Unsur esensialia berbentuk ketentuan-
ketentuan berupa kewajiban maupun hak yang harus dilakukan oleh pemain dan klub.
selain terdapat unsur esensialia kewaiban pemain ini juga mencerminkan adanya
unsur naturalia, yaitu unsur yang pasti ada dalam perjanian meskipun Undang-undang
tidak mengaturnya. Seperti menyediakan makanan yang halal oleh klub terhadap
pemain muslim ketika pemain sedang mengikuti pertandingan. Kehendak para pihak
untuk saling melaksanakan prestasi merupakan asas iktikad baik para pihak
sebagaimana pasal 1338 ayat (3) yang menyebutkan bahwa ‘“Perjanjian-perjanjian
harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Ketentuan ini mempertegas perjanjian yang
dilakukan para pihak, karena prestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak tidak

menggugurkan prestasi pihak lain. Sehingga tanpa adanya iktikad baik, pihak yang
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lain bisa saja meninggalkan prestasinya. Kesepakatan prestasi yang telah dibuat dan
disepakati para pihak mempunyai kekuatan mengikat bagi meraka, hal ini
sebagaimana asas facta sunt servanda dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.
Semua perjanjian memiliki asas kekuatan mengikat terhadap pihak pihak dalam
perjanjian yakni sebagaimana disebutkan di dalam pasal tersebut “berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

3. Sanksi dan Berakhirnya Perjanjian

Pemain yang dipercaya untuk bermain merupakan pemain yang dalam kondisi
bugar dan sehat. Pemain yang sedang cidera akan mendapatkan perawatan khusus
dari dokter tim sampai pemain tersebut kembali pulih dan siap bermain. Dalam
mengikuti  pertandingan, pemain dilarang menggunakan obat-obatan yang
berimplikasi menjadikan kuat meskipun pemain tersebut kelihatan sehat. Penggunaan
obat-obatan peningkat performa atau yang dikenal dengan doping sangat dilarang
oleh semua regulasi kususnya sepakbola dengan alasan akan dampak negatif bagi
kesehatan atlit. Pemain yang terbukti menggunakan doping akan mendapatkan sanksi
tegas dari Komisi Disiplin PSSI maupun badan yang berwenang. Pemain yang
terbukti doping dengan kadar tinggi dapat diberikan sanksi berupa larangan
berkecimpung di dunia sepakbola seumur hidup. Untuk itu, bagi para pemain yang
sedang mengalami masalah kebugaran maupun cidera selama penyembuhan
berlangsung dianjurkan untuk mengontrol obat-obat yang diberikan tim medis

maupun dokter tim supaya terhindar dari kasus doping tersebut. Selain obat, bentuk
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lain dari doping adalah doping darah yang disalurkan melalui transfusi darah atau
penggunaan hormon.

Ketentuan mengenai larangan doping diatur dalam pasal sebagai berikut;

Pasal 10 (sepuluh)

a. Para pihak sepakat untuk menghormati regulasi tentang doping yang berlaku.

b. Doping dilarang dan seluruh pihak yang terbukti terlibat dalam pelanggaran
terhadap regulasi tentang doping akan dikenakan sanksi oleh Komisi Disiplin

PSSI atau badan lain yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman.

c. Klub berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap pemain yang terbukti
bersalah menggunkaan doping.

d. Pemain berhak untuk mengotorisasi pemberian obat-obatan yang dilakukan
oleh dokter tim atau staf medis klub.

Perjanjian kontrak pemain berakhir setelah jangka waktu kesepakatan tersebut
telah selesai atau adanya kesepakatan tertulis antara pihak pemain dan klub. Pemain
segera mencari klub baru untuk berlabuh setelah masa perjanjiannya tidak
diperpanjang oleh klub yang lama. Kontrak yang telah disepakati oleh pemain dan
klub tidak dapat diakhiri pada saat berjalannya kompetisi. Namun pada berjalannya
waktu, hubungan pemain dan klub juga mengalami permasalahan. Misalnya pemain
sering tidak tepat waktu latihan dan melanggar peraturan klub yang berimplikasi
pemain tidak betah. Tidak semua pemain mempunyai sifat sama antara satu dengan
yang lain, hal itu terlihat ketika bertanding di lapangan. Beberapa sifat pemaian

antara lain adalah sering emosi, ada pemain yang sabar, keras, dan lugu. Sifat tersebut
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juga dibawa ke luar lapangan, bahkan tidak sedikit pemain yang mealkukan
perbuatan pidana akibat mabuk maupun memakai narkoba. Pemalsuan terhadap data-
data pribadi sangat sering kita temukan pada kasus-kasus sepakbola seperti
pemalsuan usia. Dalam hal ini, Klub berhak untuk mengakhiri perjanjian secara
sepihak dengan konsekuensi biaya yang telah dikeluarkan klub dikembalikan secara
penuh. Pemain yang terbukti menerima suap agar timnya mengalah juga tidak
terlepas dari pengakhiran sepihak oleh klub.

Pada sebuah klub sepakbola, jumlah pemain kurang lebih berjumlah 26 (dua
piluh enam) — (tiga puluh ) 30 pemain dan dari jumlah tersebut semuanya akan
bersaing untuk mendapatkan posisi di tim utama. Pemain yang mendapatkan tim
utama merupakan pemain yang mempunyai permainan terbaik diantara para pemain
lainnya, sehingga tidak sedikit pemain yang menjadi pelapis dan menghuni cadangan.
Dalam hal ini, pemain berhak untuk melakukan pengakhiran kontrak secara sepihak
apabila pemain hanya bermain kurang dari 10% (sepuluh persen) dari jumlah total
pertandingan resmi yang dilakukan oleh klub.

Ketentuan pengakhiran kontrak ini adalah sebagai berikut;

Pasal 11 (sebelas).

a. Perjanjian ini hanya dapat diakhiri karena berakhir sesuai dengan jangka
waktu perjanjian atau karena diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis dari
para pihak, dan kesepakatan tertulis tersebut ditembuskan/diketahui terhadap

LIGA.



77

. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, maka kesepakatan atau perjanjian

yang pernah dibuat sebelumnya adalah batal demi hukum.

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh klub dengan konsekuensi dikembalikan

seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh klub berdasarkan perjanjian ini,

apabila pemain melakukan hal-hal di bawah ini;

1) Terbukti melakukan perbuatan pidana berdasarkan kaidah hukum yang
berlaku.

2) Terbukti memalsukan pernyataan, dokumen atau data-data diri yang
berhubungan dengan pihak ketiga atau lainnya.

3) Terbukti menerima suap berdasarkan bukti/saksi yang diperoleh.

. Pemain dapat melakukan pengakhiran perjanjian secara sepihak karena alasan

Just Sporting Cause yaitu jumlah pertandingan dimana pemain bermain

kurang dari 10% (sepuluh persen) dari total jumlah pertandingan resmi yang

telah dilakukan oleh klub.

Pemain tidak dapat melakukan pengakhiran perjanjian berdasarkan ayat (d) di

atas hingga 15 (lima belas) hari setelah pertandingan resmi terakhir yang

dilakukan oleh klub pada musim kompetisi atau turnamen yang berjalan.

Pelaksanaan terhadap ayat (d) dan (e) di atas hanya berlaku terhadap pemain

dengan durasi kontrak lebih dari satu musim.

. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri pada saat berjalannya musim kompetisi atau

turnamen yang sedang berjalan, kecuali terjadi situasi sesuai dengan ayat (a),

(b), (c), dan (d) di atas.
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h. Ketentuan tentang pengakhiran perjanjian ini mengacu kepada regulasi FIFA.
i. Tidak satupun dalam pasal ini yang dapat memberikan hak kepada klub untuk
memutuskan perjanjian ini yang berlawanan dengan Hukum Ketenagakerjaan

Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan prestasi antara pemain dan klub tidak selalu berjalan dengan
lancar. Kewajiban kedua belah pihak seakan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa
dipisahkan. perkara yang sering terjadi dalam persepakbolaan adalah penunggakan
gaji oleh klub sampai berbulan-bulan, sehingga banyak pemain yang mempunyai
usaha sampingan demi menghidupi keluarganya. Apabila terjadi perselisihan maupun
persengketaan antara klub dan pemain maka penyelesaian yang digunakan oleh dua
belah pihak adalah jalan musyawarah dan mufakad. Dengan jalan musyawarah, klub
dan pemain diharapkan menemukan solusi yang saling menguntungkan. Namun,
apabila kedua belah pihak tidak mencapai kata sepakat terhadap penyelesaian dengan
cara musyawarah, maka jalan penyelesaian yang harus dilalui kedua belah pihak
adalah mengadu ke Pengadilan Ketenagakerjaan atau melalui lembaga penyelesaian
sengketa (National Dispute Resolution Chamber).

Ketentuan mengenai penyelesaian keluhan adalah sebagai berikut:

Pasal 12 (dua belas)

a. Dalam hal terjadinya sebuah keluhan, pemain dan klub hendaknya berusaha
untuk menyelesaikannya dengan jalan musyawarah dan mufakat.

b. Apabila pemain dan klub tidak mampu untuk menyelesaikan keluhan,

mempertimbnagkan keadilan bagi pemain dan klub, keduanya diminta untuk
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mengadu permasalahan kepada Pengadilan Ketenagakerjaan atau kedua belah

pihak dapat menyerahkan keluhan kepada penyelesaian yang dapat dicapai

melalui National Dispute Resolution Chamber.

Pengakhiran perjanjian hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan
tertulis para pihak selain itu masa perjanjian tersebut telah habis atau telah lewat masa
perjanjian. Hal ini sesuai dengan pasal Pasal 1946 KUH Perdata yang menyatakan
lewat waktu ialah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari
suatu perikatan. Dengan demikian maka perjanjian yang telah lewat masa secara
otomatis berakhir juga perikatan antara klub dan pemain. Selain karena sebab lewat
waktu, perjanjian juga dapat berakhir karena adanya syarat. Perikatan yang bersyarat
adalah suatu perikatan yang digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan

datang dan masih belum tentu akan terjadi.

C. Sistem Kontrak Pemain Sepakbola Arema Dalam Tinjauan Hukum Islam
Perbuatan hukum yang dilakukan menejemen klub Arema terhadap pemain
merupakan bentuk perjanjian dimana terdapat hubungan hukum antara subjek yang
satu dengan subjek yang lain, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi
dan begitu juga subjek hukum vyang lain berkewajiban untuk melaksanakan
prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati. Proses penandatanganan kontrak
pemain diawali dengan penyodoran satu bendel kontrak yang berisi beberapa pasal
oleh menejemen terhadap pemain atau diwakili oleh agen pemain. Pasal demi pasal

akan dikaji bersama secara cermat dan teliti sebelum ditandatangani pemain,



80

termasuk nilai dasar perjanjian yang merupakan pasal yang rumit dan dianggap
sakral.

Islam sangat memperhatikan perbuatan manusia dan selalu mengaturnya
dengan berbagai macam upaya supaya manusia hidup berdampingan dan merasa
tenteram. Begitu juga pada perbuatan yang melibatkan dua orang atau lebih, baik
berupa akad musyarakah, mudharabah, murabbahah, ijarah, dan lain sebagainya
supaya mereka tidak saling menipu dan mendzalimi. Salah satu contoh perhatian
islam terhadap perjanjian adalah bersumber dari firman Allah dalam Al-Maidah ayat

1 yang artinya:

o300 BT ket o 0T 2R

“Hai orang-orang beriman, penuhilah akad itu”
Bagi para pihak yang telah mengikatkan janji dengan pihak lain diwajibkan

untuk menghormati dan melaksanakannya sesuai dengan apa yang telah disepakati
dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Di dalam perjanjian tersebut terdapat
sanksi bagi pihak yang tidak menghormati dan menciderai kontrak kerja yang telah
dibuat sesuai dengan kesepakatan para pihak. Allah SWT sangat memuliakan orang-
orang yang menghormati dan melaksanakan perjanjian dan sangat mengancam bagi
mereka yang tidak bertanggung jawab terhadap perjanjian, hal ini sebagaimana yang

telah difirmankan dalam Surat Ali Imron ayat 76 yang artinya;

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (vang dibuat)nya dan
bertakwa, maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa .
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Syarat shahih yang merupakan persyaratan akad dalam islam memandang
sistem kontrak pemain Arema telah sesuai dengan syara’ karena ketentuan-ketentuan
di dalamnya tidak terdapat pasal-pasal yang menunjukkkan sesuatu yang dilarang dan
hal ini sesuai dengan asas kebolehan (Mabda al-lbahah). Kaidah figih ini”Pada
asasnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang”
merupakan asal adanya asas kebolehan dalam segala jenis muamalah bagi manusia
selama tidak ada dalil yang menyatakan sebaliknya. Bukan tanpa alasan kebolehan
muamalah itu diperbolehkan karena sesuai dengan hadis riwayat al Bazar dan at-
Thabrani yang artinya:

“Apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal, dan apa-apa yang diharamkan Allah
adalah haram, dan apa-apa yang didiamkan adalah dimaafkan. Maka terimalah dari
Allah pemaaf-Nya. Sungguh Allah itu tidak melupakan sesuatupun”.

Isi dari pada kontrak pemain merupakan substansi akad sewa atau ijarah
sedangkan pasal yang satu dengan yang lain saling mendukungnya, sebagaimana
pasal satu tentang jangka waktu perjanjian dan nilai dasar perjanjian sampai
pengakhiran perjanjian. Pasal-pasal tersebut diberikan klub kepada pemain dengan
bentuk tertulis rapi (asas al-Kitdbah) dan dijadikan satu bendel supaya dapat
dijadikan bukti apabila suatu saat terjadi persengketaan antara para pihak. Kewajiban
pemain, kewajiban klub, serta ketentuan terkait penyelesaian keluhan merupakan
bentuk prestasi yang saling menentukan dan adanya keseimbangan antara para pihak.

Saling mengutarakan kehendak bagi masing-masing pihak, menjadikan kontrak

tersebut berlandasakan asas keseimbangan dan kesetaraan sekaligus asas keadilan.
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Dengan asas inilah perjanjian mencapai kesepakatan murni dari para pihak tanpa
adanya unsur keterpaksaan sehingga perjanjian tersebut sah menurut hukum.

Bentuk akad yang digunakan dalam proses penandatanganan kontrak ini
adalah akad sewa atau ijarah. Akad ijarah tidak hanya bermakna mengambil
kemanfaatan terhadap benda melainkan juga bermakna mengambil kemanfaatan jasa
sebagaimana jasa kuli, buruh, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan pemain
sepakbola, mereka dikontrak oleh menejemen dengan jangka waktu yang ditentukan
untuk memperkuat klub Arema. Menejemen menyewa atau mengambil manfaat dari
jasanya atas kemahirannya bermain sepakbola dengan memberikan upah yang sesuai.
Hal ini sesuai dengan pengertian ijarah menurut Menurut Ulama Safiiyyah;

Artinya: “dkad atas suatu manfaat yang diketahui kebolehannya dengan

serah terima dan ganti yang diketahui manfaat kebolehannya”.
Dilihat dari objeknya, bentuk akad ijarah yang digunakan dalam perjanjian

kontrak pemain ini adalah ijarah yang bersifat pekerjaan (jasa) yaitu memperkerjakan
seseorang dalam keahliannya untuk melakukan suatu pekerjaan atau prestasi dah hal
ini diperbolehkan oleh jumhur ulama dengan catatan pekerjaan itu jelas dan sesuai
syariat. Sedangkan dari upah mengupah berbentuk ijarah khusus yakni orang yang
bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang memberinya upah.
Sedangkan dasar dari disyariatkannya akad ijarah adalah firman Allah Swit:
DS et B3 abaa Uadys B s 3 pdiiad 4 Gaed o F B B Oty ol

s B oses gge. A 2. F 9 s (Fo. sA o, %,
.uwéuf:li)@ﬂpfwwww
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“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah
menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami
telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat,
agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat
Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan .

Selain dalam Al-quran, dalil ijarah juga terdapat dalam As-Sunnah:

(e ool oly) B2 Gad O 8 4T 58 bl i 0 0,25 06 206 58 03 1 e o2

Rasulullah Saw bersabda “Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum
keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah)

Keabsahan akad ijarah yakni harus adanya ‘dgid (orang yang akad) dalam hal
ini pihak yang berakad adalah menejemen klub dan pemain. Selanjutnya perjanjian
itu menjadi sah apabila adanya keridhaan dari kedua belah pihak. Dalam hal ini
keridhaan perjanjian harus terlepas dari unsur keterpaksaan. Ma’qiid ‘alaih (barang
yang menjadi objek akad) bermanfaat dengan jelas. Diantara cara untuk
mengetahui ma’qiid  ‘alaih (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya,
pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau
jasa seseorang. Isi kontrak perjanjian antara pemain dan menejemen merupakan
cerminan ma 'qud ‘alaih karena disana terdapat ketentuan-ketentuan mengenai jangka
waktu dan jenis pekerjaan kedua belah pihak.

Menurut jumhur ulama rukun ijarah ada empat yakni Mu jir dan Musta jir.
Dalam hal ini;

1. Mujir merupakan menejemen klub yang menyewakan dan memberi upah.

Sedangkan pemain adalah Musta’jir orang yang menerima upah dan

melakukan prestasi berupa bermain sepakbola di klub Arema.
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ljab gabul para pihak. Perjanjian kontrak pemain yang dilakukan
menejemen dan pemian merupakan bentuk dari terjadinya ijab dan gabul
antara para pihak.

Sedangkan adanya upah mengupah berbentuk nilai dasar perjanjian yang
tercantum pada pasal 4 (empat) dalam kontrak.

Dan hendaknya suatu objek tersebut mempunyai manfaat. Sudah
dipastikan prestasi yang dilakukan kedua belah pihak mempunyyai

manfaat satu sama lainnya.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui pemaparan teori dan analisis, maka diperoleh kesimpulan

sebagai berikut;

1. Perjanjian kontrak pemain arema adalah keseluruhan perjanjian kerja
yang telah disepakati antara pemain-pemain arema dan menejemen
klub untuk saling menghormati dan melaksanakan prestasinya secara
bersama. Pasal-pasal yang tercantum di dalam kontrak pemain
sepakbola Arema di atas telah menunjukkkan kesesuaiannya dengan
syarat sahnya perjanjian yang tertuang dalam pasal 1320 KUHPerdata
yaitu adanya kata sepakat, cakap hukum, adanya objek tertentu, dan
causa yang halal.

2. Hukum islam memandang sistem perjanjian kontrak pemain arema
telah memenuhi syarat dan rukun-rukun perjanjian. Diantara syarat
perjanjian itu adalah Syarat shahih yaitu isi perjanjian telah sesuai
dengan substansi akad. Selain itu, sistem kontrak tersebut juga sesuai
dengan asas Al-kitabah, iktikad baik, asas kejujuran, serta asas
keseimbangan dan kesetaraan dimana para pihak berhak untuk saling
menentukan hak dan kewajibannya. Bentuk akad ijarah yang
digunakan dalam perjanjian kontrak pemain ini dilihat dari objeknya

adalah ijarah yang bersifat pekerjaan (jasa). Sedangkan dari upah
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mengupah berbentuk ijarah khusus yakni orang yang bekerja tidak

boleh bekerja selain dengan orang yang memberinya upah.

B. Saran
1. Kepada pihak-pihak yang terlibat dalam klub Arema, terlebih kepada

pemilik klub maupun menejemen untuk mematuhi kontrak pemain
tersebut, sehingga tidak terjadi lagi kasus-kasus penunggakan gaji pemain.
Sistem kontrak tersebut telah memenuhi asas, unsur, dan syarat perjanjian
baik hukum nasional maupun hukum islam hanya saja kepatuhan para
pihak terhadap terhadap kontrak masih sangat lemah.

2. Terhadap penyelesaian sengketa pemain dan klub apabila tidak bisa
diselesaikan dengan musyawarah dan mufakad hendaknya para pihak
mencari keadilannya ke Pengadilan Ketenagakerjaan sebagaimana yang
telah tercantum dalam kontrak atau lembaga yang berwenang pada

masalah itu sehingga salah satu pihak tidak dirugikan oleh pihak lain.
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